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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri ride-hailing di Indonesia, termasuk layanan taksi online roda empat melalui aplikasi,
mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi salah satu
penopang mobilitas masyarakat. Pertumbuhan tersebut tercermin dari peningkatan nilai
transaksi dan jumlah konsumen secara nasional. Pada tahun 2024, jumlah konsumen layanan
ride-hailing mencapai 84,14 juta orang dengan nilai transaksi sekitar US$9 miliar (Tenggara
Strategics, 2024). Meskipun data tersebut mencakup seluruh segmen ride-hailing, termasuk
roda dua dan roda empat, dinamika pertumbuhan ini turut membentuk konteks perkembangan
layanan taksi online berbasis aplikasi sebagai bagian dari ekosistem transportasi daring
nasional.

Di balik angka pertumbuhan yang relatif stabil, ekosistem sektor ride-hailing di Indonesia
menghadapi sejumlah tantangan struktural yang perlu mendapatkan perhatian para
pemangku kebijakan. Dari sisi karakteristik pasar, baik konsumen maupun mitra pengemudi
menunjukkan sensitivitas yang tinggi terhadap struktur tarif dan skema insentif yang
berpotensi mempengaruhi keseimbangan pasar. Interaksi antara konsumen dan pengemudi
ini menciptakan dilema dalam pasar dua sisi (two-sided market), di mana platform harus
menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Penetapan tarif yang terlalu rendah
memang dapat meningkatkan permintaan, namun berisiko menekan kesejahteraan
pengemudi. Sebaliknya, tarif yang lebih tinggi dapat memperbaiki pendapatan per perjalanan
yang dilakukan mitra pengemudi, tetapi berpotensi menurunkan jumlah perjalanan secara
keseluruhan sehingga akan berdampak pada pendapatan harian mitra pengemudi. Kondisi ini
sejalan dengan karakteristik ekonomi platform digital yang sangat bergantung pada efek
jaringan (network effects) dan keseimbangan partisipasi antar sisi pasar (Rochet & Tirole,
2003; Evans & Schmalensee, 2016).

Pada tingkat makro, pelemahan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pasca
pandemi serta meningkatnya biaya hidup turut menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan
sektor ride-hailing. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan energi mendorong masyarakat
untuk melakukan penyesuaian pola konsumsi dengan memprioritaskan pengeluaran yang
bersifat esensial dan mengurangi konsumsi layanan sekunder, termasuk diantaranya layanan
transportasi berbasis aplikasi (World Bank, 2023; Asian Development Bank, 2022). Indikasi
tersebut mulai terlihat dari perubahan perilaku konsumen yang cenderung mengurangi
frekuensi perjalanan, memilih layanan dengan tarif lebih rendah, atau beralih ke moda
transportasi alternatif yang lebih ekonomis (Tenggara Strategics, 2024; Bisnis Indonesia,
2025).

Selain faktor makroekonomi, tantangan juga muncul dari aspek regulasi. Dalam konteks
industri yang sangat dinamis seperti ride-hailing, pendekatan regulasi yang terlalu kaku
berpotensi membatasi fleksibilitas platform dalam merespons perubahan kondisi pasar.
Kompleksitas regulasi di tingkat pusat dan daerah juga dapat menimbulkan ketidaksinkronan
kebijakan, yang pada akhirnya akan meningkatkan biaya kepatuhan (compliance cost) bagi
pelaku industri. Permasalahan regulasi perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat



fleksibilitas serta kemampuan beradaptasi merupakan kunci utama dalam menjaga
keberlanjutan ekonomi berbasis platform digital (Organisation for Economic Co-operation and
Development, 2020).

Dari sisi pelaku industri, tantangan regulasi tidak hanya terletak pada substansi kebijakan,
tetapi juga pada frekuensi perubahannya. Dalam periode 2016—2019, regulasi angkutan sewa
khusus telah mengalami beberapa kali revisi, termasuk pembatalan sebagian ketentuan
melalui uji materiil di Mahkamah Agung (Kembara, 2020). Dinamika ini menggarisbawahi
pentingnya memperkuat basis bukti dalam tata kelola tarif angkutan sewa khusus. Kebutuhan
tersebut juga menjadi salah satu isu utama yang diangkat dalam Focus Group Discussion
(FGD) Harmonisasi Regulasi Angkutan Sewa Khusus (ASK) Pusat dan Daerah yang
diselenggarakan RISED bersama Kemenhub dan Kemendagri pada September 2025, yang
antara lain mencatat variasi metode penghitungan tarif antar daerah serta kebutuhan akan
petunjuk teknis nasional yang lebih konsisten (RISED, 2025). Dalam konteks tersebut,
penguatan kerangka regulasi yang lebih adaptif dan berbasis bukti diperlukan untuk menjaga
keseimbangan antara perlindungan kesejahteraan mitra pengemudi, keterjangkauan layanan
bagi konsumen, dan keberlanjutan ekosistem layanan berbasis platform.

Dalam konteks pasar dua sisi (two-sided market), di mana keseimbangan insentif antara
konsumen dan pengemudi menjadi faktor kunci (Rochet & Tirole, 2003), pendekatan regulasi
yang berbasis bukti (evidence-based policy) menjadi penting. Pendekatan ini diperlukan agar
kebijakan yang dihasilkan mampu menjaga keseimbangan pasar tanpa menimbulkan distorsi
terhadap mekanisme yang berkembang dalam ekosistem layanan berbasis platform. Tanpa
kerangka regulasi yang adaptif, sektor ride-hailing berpotensi menghadapi risiko
ketidakseimbangan pasar yang merugikan konsumen, mitra pengemudi sekaligus berpotensi
mengganggu stabilitas ekosistem secara keseluruhan. Ketidakseimbangan ini akan muncul
ketika kebijakan tarif tidak mampu mengakomodasi aspek penawaran dan permintaan secara
simultan. Dalam kajian ini, aspek penawaran diidentifikasi melalui analisis biaya operasional
yang terdiri dari Biaya Operasional Kendaraan (BOK), dan Biaya Operasional Pengemudi
(BOP). Komponen BOK dan BOP diantaranya mencakup biaya langsung seperti bahan bakar
dan perawatan kendaraan, serta biaya tidak langsung seperti penyusutan aset. Nilai BOP dan
BOK akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan batas minimum tarif guna
memastikan keberlanjutan aktivitas operasional dan menjaga insentif ekonomi bagi penyedia
layanan (Button, 2010).

Dalam kajian ini, aspek permintaan diidentifikasi melalui analisis persepsi dan perilaku
konsumen terhadap layanan ride-hailing. Persepsi konsumen diukur menggunakan
pendekatan Willingness to Pay (WTP) yang mencerminkan nilai maksimum yang bersedia
dibayarkan oleh konsumen berdasarkan persepsi terhadap manfaat dan utilitas layanan
(Hanemann, 1994). Perilaku konsumen diukur menggunakan pendekatan Ability to Pay (ATP)
yang mencerminkan kapasitas finansial konsumen dalam membayar layanan ride-hailing
berdasarkan tingkat pendapatan dan struktur pengeluaran rumah tangga (Litman, 2022).
Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan hasil analisis yang lebih komprehensif
terhadap perilaku permintaan dengan mempertimbangkan aspek preferensi maupun
keterjangkauan ekonomi pengguna layanan.

Data Ability to Pay (ATP), Willingness to Pay (WTP), serta Biaya Operasional Pengemudi
(BOP) dan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dalam kajian ini diperoleh melalui survei



untuk menghasilkan data empiris yang merepresentasikan kondisi aktual di tingkat konsumen
dan mitra pengemudi. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan informasi yang lebih
akurat terkait kapasitas ekonomi, preferensi konsumen, serta struktur biaya operasional yang
ditanggung oleh mitra pengemudi. Dengan demikian, data yang dihasilkan dapat menjadi
dasar yang kuat dalam analisis dan perumusan kebijakan tarif berbasis bukti (evidence-based
policy). Penetapan tarif yang tidak didasarkan pada integrasi antara BOP/BOK dengan ATP
dan WTP berisiko menghasilkan kebijakan yang tidak optimal. Oleh karena itu, pendekatan
berbasis bukti menjadi krusial untuk memastikan terciptanya keseimbangan antara
keterjangkauan bagi konsumen dan keberlanjutan pendapatan bagi mitra pengemudi dalam
ekosistem ride-hailing.

Dengan latar belakang tersebut, studi ini mengintegrasikan Biaya Operasional
Perjalanan/Kendaraan (BOP/BOK) dengan Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP)
untuk merumuskan rekomendasi kebijakan tarif taksi online yang berbasis bukti empiris.
Pendekatan ini dapat menjadi salah satu rujukan awal dalam merumuskan Tarif Batas Bawah
(TBB) dan Tarif Batas Atas (TBA) yang lebih proporsional, dengan mempertimbangkan
keseimbangan antara aspek kelayakan pendapatan mitra pengemudi dan aspek
keterjangkauan bagi konsumen. Selain itu, formulasi tarif yang dihasilkan dalam kajian ini
akan dibandingkan dengan struktur tarif yang telah ditetapkan dalam regulasi, baik di tingkat
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Perbandingan ini bertujuan untuk
mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi empiris dengan kebijakan yang berlaku,
sekaligus menghasilkan formulasi tarif yang dapat dijadikan panduan bagi pemerintah dalam
menyusun kebijakan tarif yang lebih proporsional, berbasis data, dan relevan dengan
dinamika industri ride-hailing roda empat. Dengan demikian, tujuan utama studi ini adalah
mendorong penggunaan metodologi yang lebih konsisten dan berbasis bukti dalam tata kelola
tarif angkutan sewa khusus, dan diposisikan sebagai instrumen pendukung perumusan
kebijakan (policy support tool), bukan sebagai instrumen yang menetapkan besaran tarif final.

1.2. Dasar Hukum
Penelitian ini mengacu pada kerangka hukum yang berlaku diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan

2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.3244/AJ.801/DJPD/2017
tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Sewa Khusus.

4. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat  Nomor
5464/TU.01.02/Angkutan tentang Penetapan Tarif yang Berlaku bagi Angkutan Sewa
Khusus R2 dan R4 yang Menggunakan Aplikasi di Wilayah Jawa Barat

1.3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menghitung Biaya Operasional Kendaraan (BOK) serta Biaya
Operasional Pengemudi (BOP) yang ditanggung oleh mitra pengemudi taksi online di
Jawa Barat.



2.

3.

Menganalisis Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) konsumen terhadap
layanan taksi online, khususnya di Jawa Barat.

Mengestimasi rentang Tarif Batas Bawah (TBB) berbasis Biaya Operasional
Kendaraan (BOK) dan Biaya Operasional Pengemudi (BOP) serta Tarif Batas Atas
(TBA) berbasis analisis Willingness to Pay (WTP) konsumen layanan taksi online di
Provinsi Jawa Barat sebagai referensi pertimbangan kebijakan tarif.

Memberikan rekomendasi kebijakan tarif berbasis kajian empiris yang berimbang
antara pusat dan daerah dengan mempertimbangkan keterjangkauan bagi konsumen,
kelayakan pendapatan bagi mitra pengemudi, serta keberlanjutan ekosistem ride-
hailing roda empat.

1.4. Rumusan Masalah

1.

Berapa besaran Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan Biaya Operasional
Pengemudi (BOP) yang ditanggung oleh mitra pengemudi taksi online di Jawa Barat?
Berapa nilai Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) konsumen terhadap
layanan taksi online di Jawa Barat?

Berapa Tarif Batas Bawah (TBB) berdasarkan analisis Biaya Operasional Kendaraan
(BOK) dan Biaya Operasional Pengemudi (BOP) dan Tarif Batas Atas (TBA)
berdasarkan analisis Willingness to Pay (WTP) konsumen layanan taksi online di
Provinsi Jawa Barat.

Bagaimana rekomendasi kebijakan tarif berbasis kajian empiris yang berimbang
antara pusat dan daerah dengan mempertimbangkan keterjangkauan bagi konsumen,
kelayakan pendapatan bagi mitra pengemudi, serta keberlanjutan ekosistem ride-
hailing roda empat?

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut:

1.

Bagi regulator: Menyediakan landasan empiris dalam perumusan kebijakan tarif yang
berbasis pada struktur biaya operasional dan preferensi konsumen, sehingga dapat
mendukung terciptanya kebijakan yang lebih adaptif, proporsional, dan berkelanjutan.
Bagi mitra pengemudi: Memberikan gambaran mengenai struktur biaya operasional
yang ditanggung oleh mitra pengemudi, sehingga dapat mendorong terciptanya
tingkat pendapatan yang lebih adil dan layak.

Bagi konsumen: Menyajikan informasi terkait kemampuan membayar dan persepsi
terhadap nilai layanan, sehingga dapat mendukung terciptanya keseimbangan antara
keterjangkauan tarif dan kualitas layanan yang diterima.

Bagi pengembangan literatur: Menambah kontribusi akademik dalam kajian ekonomi
transportasi digital, khususnya terkait analisis tarif berbasis integrasi biaya operasional
dan perilaku konsumen.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada layanan angkutan sewa khusus roda empat (taksi online) dan
tidak mencakup layanan ojek online roda dua. Wilayah kajian mencakup daerah yang telah
memiliki regulasi tarif aktif, dengan periode analisis data tahun 2024-2025 sebagai basis
perhitungan struktur biaya dan daya beli. Penelitian ini membatasi analisis pada aspek
penetapan tarif batas bawah dan tarif batas atas, serta tidak membahas aspek perizinan,



keselamatan kendaraan, maupun regulasi teknis operasional lainnya. Secara pendekatan,
penelitian ini bersifat formulatif (policy formulation research), yaitu tidak hanya mengevaluasi
kebijakan yang telah ada, tetapi juga menyusun opsi kebijakan tarif berbasis simulasi
kuantitatif dan analisis kelembagaan sebagai bahan pertimbangan pengambil kebijakan. Studi
ini diposisikan sebagai instrumen pendukung perumusan kebijakan tarif berbasis bukti, dan
bukan sebagai instrumen untuk menetapkan besaran tarif final yang harus diterapkan.



BAB Il
KAJIAN PUSTAKA

2.1. Ride-Hailing

Ride-hailing merupakan layanan transportasi berbasis aplikasi digital yang menghubungkan
konsumen dengan mitra pengemudi secara langsung melalui platform online. Layanan ini
memungkinkan pemesanan perjalanan secara real-time dengan memanfaatkan teknologi
seperti Global Positioning System (GPS), internet, dan perangkat smartphone. Berbeda
dengan transportasi konvensional, ride-hailing mengandalkan sistem pencocokan (matching
system) berbasis algoritma yang mampu menghubungkan permintaan dan penawaran secara
efisien (Cramer & Krueger, 2016). Model bisnis ini menempatkan platform digital sebagai
perantara digital yang memfasilitasi interaksi dan transaksi antara penyedia jasa independen
(mitra pengemudi) dan konsumen (Rochet & Tirole, 2003; Cramer & Krueger, 2016).

Seiring dengan perkembangan industri, layanan ride-hailing mengalami diversifikasi layanan
dan bertransformasi menjadi platform multi-layanan. Jenis layanan yang umum disediakan
meliputi layanan transportasi penumpang, pengantaran makanan, pengiriman barang, serta
layanan berbasis kebutuhan harian seperti belanja dan jasa personal. Selain itu, platform ride-
hailing juga mengintegrasikan layanan keuangan digital seperti dompet digital, sistem
pembayaran non tunai yang memperkuat fungsi ride-hailing sebagai bagian dari ekosistem
digital yang lebih luas (International Labour organization, 2021).

2.1.1. Struktur Biaya Dalam Ekosistem Ride-Hailing

Ekosistem ride-hailing merupakan industri berbasis teknologi dengan struktur biaya yang
relatif tinggi, terutama pada aspek pengembangan, pemeliharaan, dan inovasi sistem digital.
Setiap platform ride-hailing menanamkan modal besar untuk pengembangan aplikasi,
pembangunan infrastruktur teknologi informasi, sistem pemetaan berbasis GPS, serta
pengembangan algoritma pencocokan permintaan dan penawaran secara real-time. Hal
terjadi karena model bisnis platform digital yang sangat bergantung pada efisiensi sistem
teknologi dan skala jaringan (network scale) untuk mengoptimalkan interaksi antara
konsumen dan penyedia layanan (Cramer & Krueger, 2016).

Secara umum, komponen biaya utama dalam model bisnis ride-hailing meliputi infrastruktur
teknologi, insentif dan kompensasi bagi mitra pengemudi, serta biaya pemasaran dan akuisisi
pelanggan. Infrastruktur teknologi mencakup pengembangan dan pembaruan aplikasi, biaya
server dan cloud computing, keamanan data, serta pemeliharaan sistem. Sementara itu,
insentif pengemudi yang diberikan dalam bentuk bonus berbasis kinerja, insentif jam sibuk,
dan program retensi mitra. Selain itu, platform juga menanggung biaya pemasaran yang relatif
besar terutama dengan semakin meningkatnya tingkat persaingan antar platform sehingga
mendorong platform untuk terus menawarkan promosi, diskon, dan program loyalitas
pengguna.

Selain itu, perusahaan platform ride-hailing juga menanggung berbagai biaya tambahan
seperti biaya layanan dukungan pelanggan, asuransi, kepatuhan terhadap regulasi, serta
biaya administrasi dan manajerial. Dengan demikian, keberlanjutan ekosistem ride-hailing
tidak hanya ditentukan oleh dinamika permintaan dan penawaran, tetapi juga oleh
kemampuan platform dalam mengelola struktur biaya teknologi dan operasional yang
kompleks serta terus berkembang (Cramer & Krueger, 2016; Parker, Van Alstyne, &
Choudary, 2016; OECD, 2020).



2.1.2. Ride-Hailing di Indonesia

Industri ride-hailing di Indonesia berawal dari upaya digitalisasi layanan transportasi ojek
konvensional menjadi sistem yang lebih terorganisir dan efisien melalui pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi. Adaptasi teknologi informasi dan komunikasi tersebut
memungkinkan proses pemesanan layanan dan penentuan tarif ojek dilakukan secara lebih
cepat, dan terukur. Seiring dengan meningkatnya penetrasi smartphone dan meluasnya
akses internet, model layanan ini terus berkembang dengan jumlah konsumen layanan
diperkirakan mencapai lebih dari 84 juta konsumen pada tahun 2026.

Konsumen layanan ride-hailing didominasi oleh masyarakat dari kelompok usia produktif yang
tidak hanya memanfaatkan layanan transportasi roda dua dan roda empat, tetapi juga
berbagai layanan terintegrasi dalam ekosistem aplikasi seperti pengantaran makanan,
logistik, dan layanan keuangan digital (Tenggara Strategics, 2024; World Bank, 2019). Hal ini
menunjukkan bahwa ride-hailing telah berevolusi menjadi bagian integral dari aktivitas
ekonomi dan mobilitas harian masyarakat.

Dari sisi nilai pasar, industri ride-hailing di Indonesia menunjukkan kinerja yang kuat dengan
nilai transaksi yang terus meningkat. Pada tahun 2025, nilai pasar ride-hailing di Indonesia
diperkirakan mencapai sekitar USD 2,7 miliar dan diproyeksikan tumbuh dengan laju
pertumbuhan tahunan majemuk (compound annual growth rate/CAGR) sebesar 7,43%
hingga mencapai USD 5,1 miliar pada tahun 2034. Tingginya valuasi perusahaan di sektor ini
mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek pasar domestik yang didorong oleh
besarnya basis konsumen, pertumbuhan ekonomi digital, serta potensi monetisasi ekosistem
platform (Tenggara Strategics, 2024; World Bank, 2023; Google, Temasek, & Bain &
Company, 2023).

Kontribusi ekonomi ekosistem ride-hailing juga relatif besar, dengan estimasi kontribusi
sekitar 2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan berperan sebagai bantalan
ekonomi dengan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di luar sektor formal. Selain itu,
ekosistem ini turut mendorong digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui
perluasan akses pasar berbasis layanan pengantaran daring (International Labour
Organization, 2021).

Namun demikian, di tengah kontribusi positif yang dicatatkan ekosistem ride-hailing,
ekosistem ini juga menghadapi tantangan serius terkait keberlanjutan ekosistem, terutama di
tengah penurunan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi,
perubahan preferensi konsumen yang cenderung memilih layanan dengan tarif lebih hemat,
serta penerapan regulasi tarif yang semakin ketat. Kombinasi faktor-faktor tersebut
menciptakan tekanan pada sisi permintaan dan penawaran secara simultan, di mana
konsumen menjadi semakin sensitif terhadap harga, sementara ruang penyesuaian tarif oleh
platform menjadi semakin terbatas (Tenggara Strategics, 2024; World Bank, 2023). Kondisi
ini berpotensi menekan potensi pendapatan mitra pengemudi terutama ketika tarif tidak
sepenuhnya mencerminkan peningkatan biaya operasional dan dinamika permintaan pasar.
Ketidaksesuaian tersebut dapat mengurangi kelayakan ekonomi bagi mitra pengemudi dan
dalam jangka panjang berpotensi mempengaruhi tingkat partisipasi serta kualitas layanan
dalam ekosistem ride-hailing (Cook et al., 2021).



2.2. Mitra Pengemudi Ride-Hailing

Pemanfaatan tenaga kerja berbasis platform digital telah meluas dan menjangkau berbagai
sektor, seperti transportasi, pendidikan, teknologi informasi, sektor kreatif, hingga pekerjaan
domestik. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi berbasis platform telah berkembang menjadi
fenomena lintas sektor yang mampu mengakomodasi berbagai jenis pekerjaan dengan
tingkat keterampilan yang beragam (Kenney & Zysman, 2016; Greengard, 2015). Sektor
transportasi merupakan salah satu sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dalam
skema ini, khususnya melalui platform layanan ride-hailing. Melalui platform tersebut, individu
dapat berpartisipasi sebagai mitra pengemudi yang menyediakan layanan transportasi
berbasis aplikasi, dengan mekanisme kerja yang fleksibel dan berbasis permintaan (on-
demand) (Cramer & Krueger, 2016; Tirachini, 2020). Mitra pengemudi ride-hailing memiliki
beberapa karakteristik diantaranya;

1.

Ketergantungan pada dinamika permintaan.

Pendapatan mitra pengemudi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lokasi
operasional, waktu kerja (terutama pada jam sibuk), serta kondisi lalu lintas. Variasi
permintaan yang bersifat fluktuatif tersebut menyebabkan tingkat pendapatan yang
tidak stabil dan cenderung beragam antar waktu dan wilayah, sehingga menciptakan
tingkat variabilitas pendapatan yang relatif tinggi (Hall & Krueger, 2018).

Kewajiban menyediakan aset penunjang

Mitra pengemudi diwajibkan untuk menyediakan dan memelihara kendaraan sebagai
aset utama dalam menjalankan aktivitas operasional. Selain itu, pengemudi juga
menanggung berbagai komponen biaya, seperti bahan bakar, perawatan, asuransi,
serta penyusutan kendaraan. Kondisi ini menyebabkan mitra pengemudi tidak hanya
menghadapi risiko yang terkait dengan aktivitas kerja, tetapi juga menanggung risiko
modal yang melekat pada kepemilikan dan penggunaan aset tersebut (Berger et al.,
2019).

Pengaruh kuat manajemen algoritmik

Platform mengatur distribusi pesanan, penetapan tarif, serta evaluasi kinerja mitra
pengemudi melalui sistem berbasis algoritma. Mekanisme ini mencakup sistem
penilaian (rating system) dan indikator kinerja, seperti tingkat penerimaan (acceptance
rate) dan tingkat pembatalan (cancellation rate), yang secara langsung mempengarubhi
akses pengemudi terhadap peluang kerja dan insentif. Dengan demikian, sistem
algoritmik berperan sebagai bentuk pengawasan digital yang membentuk perilaku
kerja pengemudi dalam ekosistem platform (Wood et al., 2019).

Struktur pendapatan yang dinamis dan tidak pasti

Pendapatan mitra pengemudi tidak hanya bersumber dari tarif dasar perjalanan, tetapi
juga dipengaruhi oleh komponen tambahan seperti insentif dan mekanisme surge
pricing yang bersifat fluktuatif. Variabilitas ini menyebabkan tingkat pendapatan
menjadi tidak stabil dan sulit diprediksi, sehingga menyulitkan pengemudi dalam
melakukan perencanaan keuangan jangka panjang (Cook et al., 2021).

Fleksibilitas kerja yang tinggi namun bersifat terbatas

Mitra pengemudi pada dasarnya memiliki keleluasaan dalam menentukan waktu dan
durasi kerja sesuai dengan preferensi masing-masing. Namun demikian, fleksibilitas
tersebut bersifat relatif karena keputusan kerja tetap dipengaruhi oleh struktur insentif
dan mekanisme algoritmik platform, seperti penentuan waktu puncak permintaan dan
distribusi pesanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa otonomi kerja yang dimiliki
pengemudi berada dalam batasan yang ditentukan oleh sistem platform (Rosenblat &
Stark, 2016).

Risiko pekerjaan dan keterbatasan perlindungan sosial



Mitra pengemudi menghadapi berbagai risiko pekerjaan, termasuk risiko keselamatan
di jalan, paparan terhadap jam kerja yang panjang, serta potensi kelelahan kerja. Di
sisi lain, status mereka sebagai pekerja non-formal menyebabkan keterbatasan akses
terhadap jaminan sosial, perlindungan ketenagakerjaan, dan standar keselamatan
kerja yang umumnya tersedia dalam hubungan kerja formal. Kondisi ini mencerminkan
adanya kerentanan struktural dalam perlindungan tenaga kerja di sektor gig economy
(International Labour Organization, 2021).

7. Adanya praktik multi-homing dan multi-income
Sebagian besar mitra pengemudi tidak hanya bergantung pada satu platform,
melainkan bekerja pada beberapa aplikasi ride-hailing sekaligus (multi-homing) atau
memiliki sumber penghasilan tambahan di luar sektor ride-hailing. Strategi ini
dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi risiko ketidakpastian pendapatan serta
meningkatkan stabilitas ekonomi rumah tangga di tengah fluktuasi permintaan dan
perubahan kebijakan platform (Hall & Krueger, 2018; Cook et al., 2021).

8. Posisi sebagai kontraktor independen
Mitra pengemudi diklasifikasikan sebagai kontraktor independen, yang memberikan
tingkat otonomi dalam pengaturan waktu dan aktivitas kerja. Namun demikian, status
ini juga mengalihkan sebagian besar risiko ekonomi dan operasional kepada mitra
pengemudi, termasuk ketidakpastian pendapatan, biaya operasional, serta ketiadaan
perlindungan kerja formal yang umumnya melekat pada hubungan kerja konvensional
(De Stefano, 2016).

2.3. Ekonomi Platform Berbasis Permintaan dan Mekanisme Penyusunan Kebijakan

2.3.1. Transportasi sebagai Derived Demand

Dalam ekonomi transportasi, permintaan terhadap layanan transportasi dipahami sebagai
permintaan turunan (derived demand), konsep ini menjelaskan bahwa transportasi tidak
dikonsumsi sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai input antara (intermediate input) yang
memungkinkan individu memperoleh utilitas dari aktivitas lain seperti bekerja, pendidikan,
maupun konsumsi (Small & Verhoef, 2007). Konsekuensinya, tingkat permintaan transportasi
sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tingkat pendapatan, pola tata guna lahan,
ketersediaan moda alternatif, serta struktur tarif yang berlaku. Dalam kerangka mikroekonomi,
tarif berperan sebagai mekanisme harga yang mengkoordinasikan interaksi antara
permintaan dan penawaran guna mencapai keseimbangan pasar.

Namun demikian, pada layanan ride-hailing berbasis platform digital, struktur pasar
cenderung dipengaruhi oleh efek jaringan (network effects), dominasi platform digital, serta
penggunaan algorithmic dynamic pricing yang menyesuaikan tarif secara real-time terhadap
perubahan permintaan. Mekanisme ini tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi alokasi
jangka pendek, tetapi juga berpotensi menimbulkan volatilitas tarif dan asimetri informasi
antara platform, mitra pengemudi, dan konsumen (Rochet & Tirole, 2003; Hall, Kendrick, &
Nosko, 2015) sehingga menyebabkan harga layanan tidak selalu merefleksikan biaya
operasional riil maupun kemampuan membayar konsumen secara proporsional.

Karakteristik ekosistem ride-hailing yang dinamis mendorong banyak negara untuk
mengadopsi pendekatan regulasi tarif yang lebih fleksibel, termasuk penerapan dynamic
pricing tanpa mengabaikan aspek perlindungan konsumen dan tenaga kerja. Pendekatan ini
dilakukan dengan memberikan ruang bagi platform untuk menyesuaikan tarif berdasarkan
kondisi permintaan dan penawaran disertai dengan kewajiban menyampaikan informasi yang



jelas kepada konsumen. Sebagai contoh, pemerintah Singapura memberikan keleluasaan
bagi platform untuk menerapkan surge pricing dengan syarat seluruh komponen tarif
ditampilkan secara jelas di awal pemesanan untuk mencegah praktik yang merugikan
konsumen (Cramer & Krueger, 2016; International Transport Forum, 2019). Sementara itu, di
kawasan Uni Eropa, pendekatan regulasi tidak hanya berfokus pada aspek harga, tetapi juga
pada perlindungan tenaga kerja dan tata kelola algoritma dengan penekanan pada
pencegahan diskriminasi harga berbasis data pribadi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa
regulasi yang adaptif tidak hanya bertujuan menjaga efisiensi pasar, tetapi juga memastikan
keseimbangan antara inovasi digital, perlindungan konsumen, dan kesejahteraan pekerja
dalam ekosistem ride-hailing.

2.3.2. Prinsip Cost Recovery dalam Transportasi

Prinsip cost recovery dalam ekonomi transportasi merujuk pada sejauh mana struktur tarif
mampu menutup biaya penyediaan layanan transportasi secara berkelanjutan. Dalam
kerangka analisis biaya, struktur biaya transportasi umumnya dibedakan menjadi biaya tetap
(fixed costs) dan biaya variabel (variable costs). Biaya tetap mencakup komponen yang relatif
tidak berubah dalam jangka pendek, seperti penyusutan kendaraan, pajak kendaraan, dan
asuransi. Sementara itu, biaya variabel meliputi komponen yang berubah seiring dengan
intensitas penggunaan kendaraan, seperti bahan bakar, perawatan, suku cadang, serta biaya
operasional harian yang berkaitan langsung dengan aktivitas perjalanan (Bennett &
Greenwood, 2003; Litman, 2021). Pemisahan komponen biaya ini penting dalam analisis
ekonomi transportasi karena menjadi dasar untuk menilai tingkat efisiensi tarif dan
keberlanjutan operasional layanan.

Dalam literatur ekonomi transportasi, terdapat dua pendekatan utama dalam penetapan tarif
yang berkaitan dengan prinsip cost recovery, yaitu marginal cost pricing dan average cost
pricing. Pendekatan marginal cost pricing menekankan bahwa tarif ideal seharusnya
mencerminkan biaya tambahan yang timbul akibat penyediaan satu unit layanan tambahan,
sehingga secara teoritis menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien secara ekonomi.
Namun, dalam banyak sistem transportasi, terutama yang memiliki biaya tetap tinggi,
penerapan pendekatan ini sering kali tidak mampu menutup total biaya penyediaan layanan.
Oleh karena itu, pendekatan average cost pricing, yang menetapkan tarif berdasarkan rata-
rata total biaya produksi layanan, lebih banyak digunakan dalam praktik kebijakan transportasi
untuk menjamin keberlanjutan finansial operator (Nash, 2003; Small & Verhoef, 2007).

Dalam penelitian ini, prinsip cost recovery digunakan sebagai kerangka analitis untuk
mengestimasi Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan Biaya Operasional Pengemudi (BOP)
sebagai komponen utama dalam struktur biaya penyediaan layanan transportasi berbasis
aplikasi. Integrasi antara komponen BOK dan BOP selanjutnya digunakan sebagai dasar
dalam perumusan Tarif Batas Bawah (TBB), yaitu tingkat tarif minimum yang secara ekonomi
mampu menjamin keberlanjutan operasional layanan transportasi. Dengan pendekatan ini,
struktur tarif yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan efisiensi biaya dalam penyediaan
layanan, tetapi juga mempertimbangkan dimensi keberlanjutan ekonomi bagi mitra
pengemudi sebagai penyedia jasa dalam ekosistem transportasi berbasis platform.
Pendekatan tersebut memungkinkan evaluasi tarif yang lebih komprehensif dengan
mempertimbangkan keseimbangan antara struktur biaya operasional, kelayakan pendapatan
mitra pengemudi, dan stabilitas sistem layanan transportasi.
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2.3.3. Elastisitas Harga dan Keseimbangan Permintaan — Penawaran

Dalam ekonomi transportasi, elastisitas harga permintaan menggambarkan tingkat
sensitivitas jumlah permintaan terhadap perubahan harga atau tarif layanan. Elastisitas harga
menunjukkan sejauh mana perubahan tarif akan mempengaruhi keputusan konsumen untuk
menggunakan suatu layanan transportasi (Button, 2010). Besarnya elastisitas permintaan
dalam sektor transportasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketersediaan moda
transportasi alternatif, tingkat pendapatan konsumen, tujuan perjalanan, serta kualitas
layanan yang dirasakan oleh konsumen.

Dalam konteks pasar transportasi, perubahan tarif memiliki implikasi langsung terhadap
dinamika permintaan dan penawaran. Tarif yang melampaui ambang toleransi konsumen
cenderung menurunkan tingkat permintaan karena konsumen dapat beralih ke moda alternatif
atau mengurangi frekuensi perjalanan. Sebaliknya, tarif yang terlalu rendah berpotensi
meningkatkan permintaan secara signifikan, namun dalam jangka panjang dapat menekan
pendapatan penyedia layanan dan mengurangi keberlanjutan operasional sistem
transportasi. Oleh karena itu, penetapan tarif perlu mempertimbangkan respons perilaku
konsumen terhadap perubahan harga.

2.3.4. Ride-hailing sebagai Two-Sided Market

Layanan angkutan sewa khusus berbasis aplikasi beroperasi dalam kerangka pasar dua sisi
(two-sided market), dimana platform digital memfasilitasi interaksi antara dua kelompok
konsumen yang berbeda dan saling bergantung (Rochet & Tirole, 2003). Dalam konteks
layanan ride-hailing, platform berperan sebagai perantara yang mempertemukan mitra
pengemudi sebagai penyedia layanan (supply side) dan konsumen sebagai konsumen
layanan (demand side) dalam ekosistem digital yang terintegrasi. Nilai ekonomi platform
dalam sistem ini tidak hanya berasal dari transaksi individual, tetapi juga dari kemampuannya
dalam mengelola interaksi antara kedua kelompok konsumen tersebut secara efisien.

Karakteristik utama pasar dua sisi ditandai oleh keberadaan efek jaringan tidak langsung
(indirect network effects), yaitu kondisi dimana peningkatan jumlah konsumen pada satu sisi
pasar akan meningkatkan nilai layanan bagi konsumen di sisi lainnya. Selain itu, struktur pasar
ini juga ditandai oleh ketergantungan harga silang (cross-side pricing), dimana kebijakan
harga pada satu kelompok konsumen dapat mempengaruhi partisipasi dan perilaku kelompok
konsumen lainnya. Dalam sistem ini, platform memiliki peran dominan dalam menentukan
struktur insentif, termasuk mekanisme tarif, distribusi permintaan, serta skema kompensasi
bagi mitra pengemudi.

2.4, Instrumen Regulasi

2.4.1. Rasionalitas Intervensi Kebijakan

Dalam teori ekonomi kesejahteraan, intervensi harga oleh pemerintah umumnya dibenarkan
ketika kekuatan pasar tidak mampu menghasilkan alokasi sumberdaya yang adil dan efisien
akibat adanya kegagalan pasar. Dalam kondisi tersebut, harga yang terbentuk melalui
interaksi pasar murni dapat menyimpang dari tingkat harga yang mencerminkan efisiensi
sosial. Oleh karena itu, intervensi pemerintah dalam bentuk regulasi harga sering dipandang
sebagai instrumen kebijakan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi pasar dan
meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan (Boadway & Bruce, 1984).
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Dalam sektor transportasi, intervensi harga sering diterapkan karena karakteristik sektor yang
memiliki dampak luas terhadap mobilitas masyarakat dan akses terhadap aktivitas ekonomi.
Regulasi tarif dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara
efisiensi ekonomi, keberlanjutan penyedia layanan, serta keterjangkauan layanan bagi
konsumen transportasi (Small & Verhoef, 2007). Dalam konteks transportasi berbasis platform
digital, dinamika pasar menjadi semakin kompleks karena adanya peran dominan platform
sebagai pengatur interaksi antara konsumen dan penyedia layanan.

Oleh karena itu, intervensi kebijakan dalam penetapan tarif pada sektor ini sebaiknya tidak
hanya bersifat normatif, tetapi juga dilandasi oleh kajian empiris yang komprehensif dan
berbasis data. Selain itu, mengingat dinamika biaya dan perilaku permintaan yang terus
berubah, kebijakan tarif perlu dievaluasi secara berkala agar tetap relevan, adaptif, dan
responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi maupun perkembangan ekosistem digital.
Dengan demikian, intervensi pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai alat koreksi pasar,
tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan jangka panjang
antara efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan sektor transportasi berbasis platform.

2.4.2. Paradigma Tarif Ride-Hailing

Dalam skala global, pendekatan regulasi tarif ride-hailing cenderung terpolarisasi ke dalam
dua paradigma utama, yaitu intervensi tarif langsung dan akuntabilitas informasi. Masing-
masing paradigma memiliki rasionalitas, keunggulan, dan keterbatasan tersendiri yang perlu
dipahami secara proporsional.

Dalam paradigma intervensi tarif langsung, pemerintah menetapkan regulasi yang mengatur
tarif batas bawah dan batas atas guna menjaga tingkat keterjangkauan layanan bagi
konsumen sekaligus menjamin tingkat pendapatan minimum bagi mitra pengemudi.
Pendekatan ini juga bertujuan untuk mencegah praktik predatory pricing yang berpotensi
merusak struktur persaingan jangka panjang (Cramer & Krueger, 2016; OECD/International
Transport Forum, 2019). Pada hakikatnya, intervensi tarif berfungsi sebagai instrumen
stabilisasi pasar yang meredam volatilitas harga dalam ekosistem yang rentan terhadap
perang tarif antar platform. Paradigma ini diadopsi di sejumlah negara seperti Indonesia dan
Filipina. Namun demikian, efektivitas pendekatan ini sangat bergantung pada kualitas basis
kajian yang mendasarinya. Ketika formulasi tarif tidak didasarkan pada analisis empiris yang
memadai terhadap struktur biaya aktual pengemudi dan kemampuan bayar konsumen,
kebijakan yang dimaksudkan sebagai pelindung justru berisiko berbalik merugikan pihak yang
hendak dilindungi, misalnya ketika batas bawah tarif tidak memadai untuk menutup biaya
operasional, atau batas atas yang terlalu rendah menekan pendapatan pengemudi secara
signifikan (Rochet & Tirole, 2003; Hall, Kendrick, & Nosko, 2015). Selain itu, intervensi tarif
yang tidak berbasis data empiris juga dapat mengurangi fleksibilitas platform dalam
melakukan penyesuaian tarif yang adaptif terhadap dinamika pasar.

Sebaliknya, pendekatan berbasis mekanisme pasar mendorong pembentukan tarif yang lebih
fleksibel melalui interaksi antara permintaan dan penawaran dalam ekosistem layanan ride-
hailing. Pendekatan ini dinilai lebih sesuai dengan karakteristik layanan berbasis platform
yang dinamis dan membutuhkan kemampuan penyesuaian harga secara cepat. Dalam
kerangka ini, pemerintah tidak menetapkan harga secara langsung, namun tetap berperan
dalam memastikan akuntabilitas platform, akses informasi yang jelas bagi pengguna terkait
tarif layanan, serta perlindungan konsumen. Beberapa yurisdiksi seperti Uni Eropa dan
Amerika Serikat mengadopsi pendekatan serupa dengan menekankan pengawasan terhadap
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perilaku platform dan perlindungan pengguna (De Stefano, 2016; European Commission,
2021).

Meskipun demikian, pendekatan berbasis mekanisme pasar juga memiliki sejumlah
keterbatasan. Pertama, tanpa pengaturan batas harga yang jelas, terdapat potensi terjadinya
lonjakan tarif (price surge) yang berlebihan pada kondisi tertentu, yang dapat merugikan
konsumen (Cramer & Krueger, 2016; International Labour Organization, 2021). Kedua,
ketiadaan mekanisme perlindungan pendapatan minimum dapat berdampak pada
ketidakstabilan pendapatan mitra pengemudi. Ketiga, akses informasi yang jelas bagi
pengguna terkait tarif layanan dan algoritma harga juga perlu diimbangi dengan pengawasan
yang memadai untuk mencegah potensi kolusi harga secara implisit (tacit collusion) antar
platform serta menjaga perlindungan data dan privasi pengguna (Ezrachi & Stucke, 2016;
Solove, 2013; Zuboff, 2019).

Kedua paradigma tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang
sempurna dalam meregulasi tarif ride-hailing. Yang menentukan efektivitas kebijakan bukan
semata-mata pilihan paradigma, melainkan sejauh mana substansi kebijakan tersebut
dibangun atas dasar kajian empiris yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak
dalam ekosistem: konsumen, mitra pengemudi, maupun platform digital, secara proporsional.

2.4.3. Tarif Batas Bawah (Price Floor)

Dalam teori ekonomi, Price Floor merupakan instrumen kebijakan yang umumnya diterapkan
ketika mekanisme pasar berpotensi menghasilkan harga yang terlalu rendah akibat tekanan
kompetisi. Dalam kerangka mikroekonomi, kebijakan batas harga minimum sering digunakan
untuk menjaga stabilitas pendapatan produsen serta mencegah distorsi pasar yang dapat
muncul dari praktik persaingan harga yang berlebihan (Mankiw, 2021).

Dalam konteks sektor transportasi, penerapan batas harga minimum juga berkaitan dengan
upaya menjaga keberlanjutan operasional penyedia layanan, terutama pada sistem
transportasi yang memiliki struktur biaya tetap dan biaya operasional yang relatif tinggi.
Penetapan batas tarif minimum dapat mencegah terjadinya kompetisi harga yang terlalu
agresif yang berpotensi menurunkan kualitas layanan serta mengancam kelayakan ekonomi
operator transportasi dalam jangka panjang (Small & Verhoef, 2007).

Dalam penelitian ini, konsep Price Floor direpresentasikan dalam bentuk Tarif Batas Bawah
(TBB) sebagai tingkat tarif minimum yang secara ekonomi mampu menutup biaya penyediaan
layanan transportasi berbasis aplikasi. Penentuan TBB didasarkan pada estimasi Biaya
Operasional Kendaraan (BOK) dan Biaya Operasional Pengemudi (BOP) sebagai komponen
utama dalam struktur biaya layanan. Dengan pendekatan tersebut, TBB tidak hanya berfungsi
sebagai instrumen pengendalian harga, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjamin
kelayakan ekonomi dan keberlanjutan pendapatan mitra pengemudi dalam ekosistem layanan
transportasi berbasis platform.

2.4.4. Tarif Batas Atas (Price Ceiling)

Dalam teori ekonomi, Price Ceiling merupakan instrumen kebijakan yang menetapkan batas
maksimum harga suatu barang atau jasa guna melindungi konsumen dari tingkat harga yang
terlalu tinggi yang dapat muncul akibat ketidakseimbangan pasar atau adanya kekuatan pasar
yang dominan. Kebijakan ini umumnya diterapkan pada sektor yang memiliki dampak luas
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terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya ketika mekanisme pasar tidak sepenuhnya
menghasilkan harga yang efisien atau terjangkau bagi konsumen (Pindyck & Rubinfeld,
2018). Dalam sektor transportasi, penetapan batas harga maksimum sering digunakan
sebagai instrumen regulasi untuk menjaga keterjangkauan layanan mobilitas publik,
mengingat transportasi merupakan komponen penting yang mempengaruhi akses
masyarakat terhadap aktivitas ekonomi dan sosial (Small & Verhoef, 2007).

Dalam penelitian ini, konsep Price Ceiling direpresentasikan dalam bentuk Tarif Batas Atas
(TBA) sebagai tingkat tarif maksimum yang masih dapat diterima oleh konsumen layanan
transportasi berbasis aplikasi. Penentuan TBA mempertimbangkan pendekatan Ability to Pay
(ATP) dan Willingness to Pay (WTP), yang masing-masing merefleksikan kemampuan
ekonomi serta preferensi konsumen dalam membayar layanan transportasi. Dengan
mempertimbangkan kedua indikator tersebut, penetapan TBA diharapkan mampu menjaga
keseimbangan antara keterjangkauan tarif bagi konsumen dan keberlanjutan operasional
sistem transportasi secara keseluruhan.

2.4.5. Regulasi Platform Digital dan Distribusi Risiko

Dalam literatur ekonomi digital, hubungan antara platform dan mitra kerja dalam ekonomi
berbasis aplikasi sering dikategorikan sebagai hubungan kerja semi-independen, dimana
mitra pengemudi secara formal berstatus sebagai mitra independen, tetapi dalam praktik
operasional tetap berada dalam ekosistem yang diatur oleh platform digital (Kenney &
Zysman, 2016). Dalam struktur ini, platform memiliki peran sentral dalam mengelola interaksi
pasar melalui pengendalian berbagai mekanisme operasional, termasuk algoritma distribusi
permintaan , skema insentif, struktur biaya sewa aplikasi, serta penerapan sistem dynamic
pricing yang menentukan besaran tarif secara real-time.

Meskipun platform memegang kendali terhadap berbagai aspek koordinasi pasar tersebut,
sebagian besar risiko operasional justru ditanggung oleh mitra pengemudi sebagai penyedia
layanan langsung. Risiko tersebut mencakup penyusutan aset kendaraan, biaya operasional
harian seperti bahan bakar dan perawatan, serta ketidakpastian permintaan yang dapat
mempengaruhi stabilitas pendapatan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan
dalam distribusi risiko antara platform dan mitra pengemudi dalam ekosistem transportasi
berbasis aplikasi.

Ketidakseimbangan distribusi risiko tersebut menjadi salah satu dasar rasional bagi intervensi
kebijakan publik, khususnya dalam bentuk regulasi tarif. Kebijakan tarif tidak hanya berfungsi
sebagai mekanisme pengendalian harga, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga
keberlanjutan ekonomi mitra pengemudi serta menciptakan keseimbangan yang lebih
proporsional dalam struktur hubungan ekonomi antara platform digital dan penyedia layanan
transportasi.

Oleh karena itu, kebijakan tarif yang efektif harus dirancang bukan hanya sebagai instrumen
pengendalian harga, tetapi sebagai mekanisme perlindungan yang substansinya mampu
mengakomodasi kepentingan seluruh pihak dalam ekosistem secara proporsional dan
berbasis bukti empiris.
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2.5. Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP)

Dalam perumusan kebijakan tarif layanan transportasi berbasis platform seperti ride-hailing,
pemahaman terhadap dinamika permintaan konsumen menjadi komponen penting dalam
memastikan kesesuaian antara struktur tarif dan perilaku pasar. Dinamika permintaan
konsumen dapat diketahui menggunakan dua pendekatan vyaitu pendekatan perilaku
konsumsi yang diukur menggunakan pendekatan Ability to Pay (ATP) dan persepsi konsumen
terhadap layanan ride-hailing.yang diukur menggunakan pendekatan Willingness to Pay
(WTP). Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan hasil analisis yang lebih
komprehensif terhadap perilaku permintaan dengan mempertimbangkan aspek preferensi
maupun keterjangkauan ekonomi pengguna layanan. Penggunaan kedua indikator secara
bersamaan ditujukan untuk menangkap dua dimensi yang berbeda namun saling melengkapi,
yaitu keterjangkauan ekonomi masyarakat (ATP) dan persepsi nilai layanan dari sudut
pandang konsumen (WTP). Dengan demikian, ATP dan WTP perlu diposisikan sebagai
indikator yang bersifat komplementer, dan bukan sebagai indikator yang saling menggantikan,
mengingat keduanya memberikan informasi yang berbeda dan saling memperkuat dalam
analisis perilaku permintaan.

2.5.1. Ability to Pay (ATP)

Ability to Pay (ATP) merujuk pada kemampuan finansial individu atau rumah tangga untuk
membayar suatu layanan berdasarkan tingkat pendapatan serta struktur pengeluaran yang
dimiliki. Dalam konteks ekonomi transportasi, ATP digunakan untuk mengukur batas
keterjangkauan (affordability threshold) terhadap tarif transportasi, sehingga dapat
mencerminkan sejauh mana biaya transportasi masih proporsional terhadap kapasitas
ekonomi konsumen. Pendekatan ini penting dalam evaluasi kebijakan tarif karena
memungkinkan analisis mengenai kesesuaian antara struktur tarif layanan transportasi dan
kemampuan ekonomi masyarakat (Litman, 2022).

Dalam studi transportasi, pengukuran ATP dikaitkan dengan proporsi pengeluaran rumah
tangga yang dialokasikan untuk kebutuhan mobilitas. Apabila biaya transportasi melebihi
proporsi tertentu dari pendapatan atau pengeluaran rumah tangga, maka layanan tersebut
dapat dianggap tidak lagi terjangkau secara ekonomi bagi kelompok konsumen tertentu. Oleh
karena itu, indikator ATP sering digunakan sebagai salah satu dasar dalam perumusan
kebijakan tarif transportasi untuk memastikan bahwa layanan tetap dapat diakses oleh
masyarakat tanpa menimbulkan beban ekonomi yang berlebihan (Carruthers, Dick, &
Saurkar, 2005).

2.5.2. Willingness to Pay (WTP)

Willingness to Pay (WTP) mencerminkan nilai maksimum yang bersedia dibayarkan oleh
konsumen untuk memperoleh suatu barang atau jasa berdasarkan persepsi terhadap
manfaat, kualitas layanan, serta preferensi individu. Konsep ini digunakan secara luas dalam
ekonomi kesejahteraan untuk mengukur nilai ekonomi suatu layanan dari sudut pandang
konsumen (Hanemann, 1994). Berbeda dengan Ability to Pay (ATP) yang bersifat objektif
karena didasarkan pada kondisi pendapatan, WTP lebih merefleksikan penilaian subjektif
konsumen terhadap utilitas layanan yang diterima.
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Kombinasi analisis ATP dan WTP menjadi penting dalam perumusan kebijakan tarif karena
kemampuan membayar tidak selalu sejalan dengan kemauan membayar. Konsumen yang
secara finansial mampu membayar suatu tarif belum tentu bersedia membayar apabila
manfaat yang dirasakan tidak sebanding dengan harga yang ditetapkan. Oleh karena itu,
pengukuran kedua indikator tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi batas atas tarif yang
secara ekonomi rasional sekaligus dapat diterima oleh konsumen.

2.5.3. Pendekatan Pengukuran ATP dan WTP dalam Studi Transportasi

Dalam literatur ekonomi transportasi, pengukuran Ability to Pay (ATP) umumnya dilakukan
melalui analisis kondisi finansial rumah tangga yang berkaitan dengan alokasi pengeluaran
terhadap layanan transportasi. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah
transport expenditure ratio, yaitu proporsi pengeluaran transportasi terhadap total pendapatan
atau total pengeluaran rumah tangga. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat
keterjangkauan layanan transportasi serta mengidentifikasi batas kemampuan finansial
konsumen dalam membayar tarif transportasi (Litman, 2022).

Sementara itu, pengukuran Willingness to Pay (WTP) dalam studi transportasi umumnya
dilakukan melalui metode berbasis preferensi individu. Pendekatan yang paling sering
digunakan adalah Stated Preference (SP). Pendekatan Stated Preference memungkinkan
peneliti menganalisis pilihan responden terhadap berbagai kombinasi atribut layanan, seperti
tarif, waktu perjalanan, dan kualitas layanan, sehingga dapat mengestimasi nilai ekonomi dari
masing-masing atribut transportasi (Louviere, Hensher, & Swait, 2000).

Meskipun pendekatan Stated Preference memiliki keterbatasan berupa hypothetical bias,
yaitu potensi perbedaan antara preferensi yang dinyatakan dalam survei dengan perilaku
aktual di pasar, metode ini tetap banyak digunakan dalam penelitian transportasi. Hal ini
karena Stated Preference memungkinkan analisis terhadap skenario kebijakan atau struktur
tarif yang belum diterapkan di dunia nyata, sehingga sangat berguna dalam evaluasi
kebijakan transportasi dan perencanaan tarif layanan baru.

2.6. Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan Biaya Operasional Pengemudi (BOP)

Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan Biaya Operasional Pengemudi (BOP)
merepresentasikan struktur biaya riil yang harus ditanggung oleh penyedia layanan
transportasi, termasuk mitra pengemudi pada layanan transportasi berbasis aplikasi. Dalam
analisis ekonomi transportasi, estimasi biaya operasional merupakan komponen penting
untuk memahami tingkat biaya produksi layanan transportasi serta menentukan struktur tarif
yang berkelanjutan bagi penyedia layanan (Tirachini & Hensher, 2020).

Secara umum, komponen BOK dan BOP mencakup berbagai elemen biaya langsung maupun
tidak langsung yang terkait dengan operasional kendaraan dan aktivitas mitra pengemudi.
Beberapa komponen utama meliputi:

penyusutan kendaraan

pajak kendaraan dan asuransi

biaya bahan bakar atau energi

biaya perawatan dan perbaikan kendaraan
biaya sewa aplikasi
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e biaya operasional harian yang terkait dengan aktivitas pengemudi termasuk biaya
makan, bahan bakar dan telekomunikasi

Dalam konteks transportasi berbasis platform digital, struktur biaya ini menjadi semakin
kompleks karena adanya pembagian pendapatan antara platform dan mitra pengemudi. Oleh
karena itu, estimasi BOK dan BOP menjadi dasar analitis yang penting dalam penentuan Tarif
Batas Bawah (TBB), yaitu tingkat tarif minimum yang diperlukan agar pendapatan pengemudi
tetap mampu menutup biaya operasional serta mempertahankan keberlanjutan ekonomi
penyedia layanan dalam jangka panjang (Schaller, 2018; Tirachini & Hensher, 2020).

2.6.1. Biaya Sewa Aplikasi

Dalam ekosistem transportasi berbasis aplikasi, perusahaan ride-hailing memperoleh
pendapatan melalui biaya sewa penggunaan aplikasi atau yang familiar disebut dengan biaya
sewa aplikasi. Biaya tersebut merupakan bagian dari mekanisme kompensasi platform untuk
biaya pengembangan aplikasi, biaya operasional, biaya pemasaran, insentif dan manfaat
mitra pengemudi, serta asuransi. Oleh karena itu, dari sudut pandang ekonomi pengemudi,
biaya sewa aplikasi aplikasi dapat diperlakukan sebagai komponen biaya operasional yang
harus diperhitungkan dalam analisis pendapatan bersih mitra pengemudi (Angrist, Caldwell,
& Hall, 2017).

2.7. Regulasi Angkutan Sewa Khusus di Indonesia

Regulasi mengenai angkutan sewa khusus berbasis aplikasi di Indonesia turut berkembang
seiring dengan meningkatnya peran platform digital dalam sektor transportasi perkotaan.
Kerangka regulasi diatur melalui berbagai kebijakan pemerintah, termasuk peraturan yang
diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang mengatur
penyelenggaraan angkutan sewa khusus serta ketentuan mengenai tarif batas bawah dan
tarif batas atas.! Pengaturan tarif Angkutan Sewa Khusus (ASK) di Indonesia berkembang
melalui dua fase utama yang mencerminkan proses penyesuaian kebijakan terhadap
dinamika ekonomi platform.

Fase I: Intervensi Tarif Berbasis Zonasi (2017)

Fase awal ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor SK.3244/AJ.801/DJPD/2017 sebagai turunan dari Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 108 Tahun 20172. Regulasi ini merupakan bentuk intervensi langsung pemerintah
dalam struktur harga melalui skema tarif berbasis zonasi yang dibagi dengan ketentuan
sebagai berikut®:

¢ Wilayah I (Jawa, Sumatera, Bali): Rp. 3.500 — Rp. 6.000/km

! peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa
Khusus

2 peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.3244/A).801/DJPD/2017 tentang Pedoman
Perhitungan Tarif Angkutan Sewa Khusus.

3 |bid
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e Wilayah Il (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua): Rp. 3.700 — Rp.
6.500/km

Pendekatan ini mencerminkan model pengaturan yang sentralistik dengan penetapan batas
atas dan bawah secara administratif. Penetapan tarif berdasarkan wilayah geografis
mencerminkan upaya untuk mengakomodasi perbedaan struktur biaya antar kawasan di
mana biaya operasional di luar Jawa umumnya lebih tinggi akibat harga bahan bakar, kondisi
infrastruktur jalan, dan ketersediaan suku cadang yang berbeda. Bagi konsumen, penetapan
batas atas memberikan kepastian harga dan perlindungan dari lonjakan tarif, sementara bagi
mitra pengemudi, batas bawah menjadi jaminan minimum atas pendapatan per kilometer.

Namun demikian, model sentralistik ini juga menimbulkan sejumlah persoalan. Dari perspektif
pelaku industri, penetapan tarif secara seragam dalam zona yang sangat luas misalnya
seluruh Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali dalam satu wilayah tarif mengabaikan variasi biaya
operasional yang signifikan antar wilayah. Dari perspektif konsumen, tarif batas bawah yang
seragam berpotensi menjadikan layanan kurang terjangkau di kota-kota dengan tingkat
pendapatan masyarakat yang lebih rendah.

Fase Il: Kerangka Payung dan Delegasi Teknis (2018—sekarang)

Fase kedua dimulai dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (sebagaimana diubah terakhir
melalui PM 17 Tahun 2021%). Regulasi ini berfungsi sebagai payung hukum utama dan
menandai pergeseran pendekatan kebijakan.

Berbeda dari fase sebelumnya, PM 118/2018 tidak menetapkan besaran tarif secara langsung
dalam norma utama. Sebaliknya, penetapan tarif batas atas dan bawah didelegasikan melalui
keputusan turunan—baik di tingkat nasional maupun daerah—berdasarkan kajian empiris
yang mempertimbangkan struktur biaya, daya beli masyarakat, serta keberlanjutan
pendapatan mitra pengemudi.

Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari model kontrol harga yang kaku menuju
mekanisme delegasi teknis dalam kerangka regulasi nasional. Secara konseptual, pemerintah
tetap mempertahankan fungsi pengawasan (melalui tarif batas), namun memberi ruang
adaptasi terhadap variasi kondisi kewilayahan dan dinamika pasar.

Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat pedoman atau instruksi teknis yang baku
terkait metode penetapan tarif yang dapat dijadikan acuan secara nasional. Tidak adanya
standar metodologis tersebut menyebabkan belum adanya keseragaman dalam proses
penentuan tarif di tingkat pemerintah daerah. Dalam praktiknya, pemerintah daerah
menggunakan berbagai pendekatan yang berbeda, seperti hasil diskusi dengan mitra
pengemudi, pendekatan berdasarkan upah minimum, maupun pertimbangan lain yang
bersifat kontekstual dan tidak terstandarisasi. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan variasi
yang cukup besar dalam metode penetapan tarif antar daerah, yang berpotensi

4 peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa
Khusus sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021.
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mempengaruhi konsistensi kebijakan serta keseimbangan ekosistem ride-hailing secara
nasional.

Pergeseran ke model delegasi teknis ini disambut positif oleh pelaku industri karena
memberikan harapan bahwa tarif akan lebih mencerminkan kondisi riil di masing-masing
wilayah operasi. Namun dalam praktiknya, delegasi tanpa panduan metodologis yang baku
justru menciptakan tantangan baru. Platform yang beroperasi secara nasional menghadapi
fragmentasi regulasi tarif di tingkat daerah, di mana setiap pemerintah daerah dapat
menetapkan tarif dengan pendekatan yang berbeda sebagian berdasarkan kajian biaya
operasional, sebagian lainnya berdasarkan pertimbangan politis atau administratif semata.
Fragmentasi ini meningkatkan biaya kepatuhan (compliance cost) dan menyulitkan
standarisasi layanan secara nasional.

Bagi konsumen, inkonsistensi metodologi penetapan tarif antar daerah berpotensi
menciptakan disparitas keterjangkauan layanan yang tidak mencerminkan perbedaan biaya
operasional aktual, melainkan perbedaan kapasitas dan pendekatan pemerintah daerah
dalam merumuskan kebijakan. Konsumen di daerah yang menetapkan tarif tanpa basis kajian
yang memadai berisiko menanggung tarif yang tidak proporsional baik terlalu tinggi maupun
terlalu rendah sehingga berdampak pada penurunan kualitas layanan. Kondisi inilah yang
menegaskan urgensi pengembangan kerangka metodologis yang terstandarisasi untuk
penetapan tarif di tingkat daerah, sebagai komplemen dari kerangka payung yang telah
ditetapkan di tingkat nasional.

2.7.1. Regulasi Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Jawa Barat

Melalui Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Nomor
5464/TU.01.02/Angkutan tentang Penetapan Tarif yang Berlaku bagi Angkutan Sewa Khusus
R2 dan R4 yang Menggunakan Aplikasi di Wilayah Jawa Barat®, pemerintah Provinsi Jawa
Barat menetapkan kerangka regulasi tarif yang mengikat bagi platform dalam menentukan
harga layanan. Dalam kebijakan tersebut, platform diwajibkan menerapkan struktur tarif batas
bawah sebesar Rp. 5.000 per kilometer.

Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Nomor 5464/TU.01.02/Angkutan
tentang Penetapan Tarif yang Berlaku bagi Angkutan Sewa Khusus R2 dan R4 yang
Menggunakan Aplikasi di Wilayah Jawa Barat ini merupakan salah satu contoh implementasi
delegasi teknis sebagaimana diatur dalam PM 118/2018. Namun demikian, penetapan tarif
Rp. 5.000 per kilometer di tingkat provinsi juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh
mana kebijakan tersebut disusun berdasarkan kajian empiris yang memadai, selaras dengan
kerangka tarif di tingkat pusat, dan relevan dengan kondisi operasional di lapangan.
Pencantuman komponen asuransi tanggung jawab pengangkut dan iuran wajib penumpang
umum dalam struktur tarif menunjukkan adanya upaya pengaturan komponen biaya, tetapi
hal tersebut belum secara otomatis menjawab pertanyaan mengenai dasar metodologis
penetapan besaran tarif yang berlaku.

Namun demikian, dari perspektif pelaku industri, penetapan tarif di tingkat provinsi yang
bersifat mengikat bagi platform menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pertama, sejauh mana

> Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Nomor 5464/TU.01.02/Angkutan tentang Penetapan
Tarif Angkutan Sewa Khusus.
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formulasi angka tarif tersebut didasarkan pada analisis empiris terhadap struktur biaya
operasional aktual pengemudi di wilayah Jawa Barat, mengingat komponen biaya seperti
harga bahan bakar, biaya perawatan kendaraan, dan biaya hidup dapat berbeda signifikan
antar kabupaten/kota dalam satu provinsi. Kedua, mekanisme peninjauan berkala (periodic
review) terhadap besaran tarif belum secara eksplisit diatur, sehingga tarif yang ditetapkan
berisiko menjadi tidak relevan ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi — misalnya kenaikan
harga BBM atau inflasi regional. Dari perspektif konsumen, tarif batas bawah yang relatif tinggi
dibandingkan daya beli masyarakat di beberapa daerah di Jawa Barat berpotensi menurunkan
aksesibilitas layanan, khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang
justru paling membutuhkan moda transportasi yang terjangkau.

2.8. Penelitian Terdahulu
2.8.1. Pendekatan Stated Preference Untuk Mengukur Willingness to Pay

Penelitian oleh William M. Hanemann (1984) membahas evaluasi kesejahteraan ekonomi
menggunakan metode contingent valuation dengan respon diskrit. Penelitian ini
menggunakan pendekatan Stated Preference melalui skenario hipotetik dalam survei untuk
mengukur Willingness to Pay (WTP) masyarakat terhadap suatu layanan publik. Pendekatan
tersebut memungkinkan peneliti memperoleh estimasi nilai kesediaan membayar responden
meskipun layanan yang dinilai belum sepenuhnya tersedia di pasar. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa metode contingent valuation mampu memberikan estimasi nilai ekonomi
yang konsisten dalam pengukuran kesediaan membayar masyarakat. Pendekatan ini banyak
digunakan dalam penilaian kebijakan layanan publik, termasuk sektor transportasi, karena
dapat menggambarkan hubungan antara tingkat tarif layanan, preferensi konsumen, serta
kemampuan konsumen dalam membayar layanan tersebut. Dalam konteks penelitian
transportasi, estimasi WTP dapat dibandingkan dengan Ability to Pay (ATP) konsumen serta
dikaitkan dengan komponen biaya operasional layanan seperti biaya operasional kendaraan
(BOK) dan biaya operasional perjalanan penumpang (BOP).

2.8.2. Pendekataan Biaya Operasional Kapal Untuk Penentuan Tarif Dasar

Penelitian oleh Muhammad Hadid dan Priyo Wibisono dalam jurnal “Analisis Biaya
Operasional Kapal untuk Penentuan Tarif Dasar Transportasi Sungai dan Pesisir di
Kabupaten Paser, Kalimantan Timur’” membahas penentuan tarif dasar transportasi air
melalui pendekatan Biaya Operasional Kapal (BOK). Penelitian ini menekankan bahwa tarif
yang ideal harus mencerminkan biaya nyata yang dikeluarkan operator, yang dihitung dari
komponen biaya tetap seperti harga kapal, masa penyusutan, dan tingkat bunga, serta biaya
tenaga kerja seperti gaji anak buah kapal (ABK).

Selain itu, komponen biaya variabel juga menjadi fokus utama, meliputi BBM (solar dan
bensin), kapasitas mesin utama dan bantu, serta kebutuhan operasional seperti pelumas
mesin induk dan bantu, gemuk, dan biaya perawatan (termasuk perawatan mesin, pompa,
dan perlengkapan lain seperti cat dan alat kerja). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pendekatan berbasis BOK mampu menghasilkan tarif yang lebih realistis dan berkelanjutan.

2.8.3. Pendekatan Biaya Operasional dan Ability to Pay Untuk Penentuan Tarif
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Penelitian oleh Arnika Syamsul, Misliah, A. St. Chairunnisa, Abd. Haris Djalante, dan Wihdat
Djafar dalam jurnal “Kajian Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Bira — Sikeli — Tondasi
Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan Ability to Pay (ATP)” membahas
penentuan tarif penyeberangan dengan menggabungkan pendekatan Biaya Operasional
Kendaraan (BOK) dan Ability to Pay (ATP). Penelitian ini menekankan bahwa tarif harus
mencerminkan biaya operasional riil sekaligus mempertimbangkan kemampuan ekonomi
pengguna jasa, sehingga tercapai keseimbangan antara keberlanjutan operator dan
keterjangkauan tarif.

Komponen biaya dalam pendekatan BOK meliputi biaya bahan bakar (BBM) sebagai
komponen dominan, biaya pelumas, biaya perawatan dan perbaikan kendaraan, biaya
penyusutan kendaraan, serta biaya awak/tenaga kerja operasional. Selain itu, diperhitungkan
pula biaya administrasi dan overhead operasional yang mendukung layanan penyeberangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif berdasarkan BOK menghasilkan nilai minimum yang
layak secara operasional, sementara analisis ATP menunjukkan kemampuan bayar
masyarakat yang cenderung lebih tinggi. Dengan demikian, pendekatan kombinasi BOK dan
ATP dinilai efektif dalam merumuskan tarif penyeberangan yang realistis, adil, dan
berkelanjutan.

2.9. Kerangka Pemikiran Penelitian

Penetapan tarif angkutan sewa khusus berbasis aplikasi pada dasarnya merupakan hasil
interaksi antara tiga dimensi utama, yaitu dimensi biaya penyediaan layanan, keterjangkauan
dan preferensi konsumen, serta kerangka kelembagaan regulasi. Dimensi biaya
direpresentasikan melalui estimasi Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan Biaya
Operasional Pengemudi (BOP) yang mencerminkan struktur biaya riil yang ditanggung oleh
penyedia layanan. Sementara itu, dimensi permintaan tercermin dalam indikator Ability to Pay
(ATP) dan Willingness to Pay (WTP) yang menggambarkan kemampuan finansial serta
preferensi konsumen terhadap tingkat tarif layanan transportasi. Selain kedua dimensi
tersebut, aspek kelembagaan juga memainkan peran penting melalui kebijakan regulasi yang
mengatur mekanisme penetapan tarif serta pembagian kewenangan antara otoritas dalam
sistem transportasi.

Secara konseptual, estimasi BOK dan BOP digunakan sebagai dasar analitis untuk
mengidentifikasi Tarif Batas Bawah (TBB) guna memastikan bahwa tarif layanan tidak berada
di bawah tingkat yang dapat mengancam keberlanjutan operasional penyedia layanan. Di sisi
lain, analisis ATP dan WTP digunakan untuk memperkirakan Tarif Batas Atas (TBA) yang
mencerminkan batas keterjangkauan dan kesediaan konsumen untuk membayar layanan
transportasi. Sementara itu, kerangka regulasi berfungsi menentukan mekanisme
kelembagaan dalam proses penetapan tarif, termasuk otoritas yang berwenang serta
instrumen kebijakan yang digunakan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan
konsumen dan keberlanjutan penyedia layanan.

Integrasi ketiga komponen tersebut menghasilkan suatu rentang tarif kebijakan yang secara
ekonomi rasional, secara sosial dapat diterima, serta secara operasional berkelanjutan.
Kerangka pemikiran ini menjadi landasan konseptual dalam analisis empiris penelitian,
khususnya dalam mengintegrasikan estimasi biaya operasional, analisis keterjangkauan
konsumen, serta evaluasi kebijakan tarif dalam sektor angkutan sewa khusus berbasis
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aplikasi. Dengan demikian, seluruh variabel penelitian ditempatkan dalam kerangka analitis
yang terintegrasi dalam perspektif ekonomi transportasi dan kebijakan publik.

BAB Il
DESAIN DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods, yaitu kombinasi antara pendekatan
kuantitatif dan kualitatif, untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai struktur
biaya operasional, kemampuan membayar, serta preferensi tarif dalam layanan angkutan
sewa khusus (taksi online). Pendekatan kuantitatif digunakan dengan desain analisis
deskriptif untuk mengestimasi beberapa variabel utama penelitian, yaitu Biaya Operasional
Kendaraan (BOK), Biaya Operasional Pengemudi (BOP), Ability to Pay (ATP) konsumen,
serta Willingness to Pay (WTP) konsumen. Analisis kuantitatif bertujuan untuk menghasilkan
estimasi empiris mengenai struktur biaya operasional mitra pengemudi serta tingkat
keterjangkauan dan preferensi tarif dari sisi konsumen layanan.

Pendekatan kualitatif dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan
mitra pengemudi dan perwakilan konsumen. Metode ini digunakan untuk menggali persepsi
terhadap struktur tarif yang berlaku, mengidentifikasi dinamika implementasi regulasi tarif,
serta memahami konteks sosial dan ekonomi yang tidak sepenuhnya dapat ditangkap melalui
instrumen survei kuantitatif. Dengan demikian, pendekatan kualitatif berfungsi sebagai
pelengkap analisis kuantitatif dalam memberikan pemahaman yang lebih kontekstual
mengenai kondisi operasional layanan angkutan sewa khusus.

Penelitian ini bersifat policy-oriented exploratory study, yaitu penelitian eksploratif yang
berorientasi pada analisis kebijakan. Tujuan utama penelitian ini adalah memperoleh estimasi
rentang nilai tarif berbasis data empiris yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam
perumusan Tarif Batas Bawah (TBB) dan Tarif Batas Atas (TBA) pada layanan angkutan sewa
khusus. Penelitian ini tidak dirancang untuk melakukan generalisasi populasi secara nasional
dengan tingkat margin of error yang ketat, melainkan untuk menghasilkan estimasi rasional
yang mencerminkan kondisi aktual responden dalam wilayah studi.

Secara konseptual, penelitian ini didasarkan pada kerangka bahwa struktur tarif yang
berkeadilan perlu mempertimbangkan dua sisi pasar secara simultan, yaitu sisi penawaran
(mitra pengemudi) dan sisi permintaan (konsumen). Estimasi BOK dan BOP digunakan
sebagai dasar analitis dalam merumuskan tarif batas bawah (TBB) guna menjamin
keberlanjutan ekonomi mitra pengemudi. Sementara itu, estimasi ATP dan WTP digunakan
untuk merumuskan tarif batas atas (TBA) agar tarif layanan tetap berada dalam batas
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keterjangkauan konsumen. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut, penelitian
ini berupaya menghasilkan estimasi rentang tarif yang lebih seimbang antara keberlanjutan
penyedia layanan dan keterjangkauan bagi konsumen.

3.2. Sampling dan Pengumpulan Data
3.2.1. Populasi dan Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok utama yang terlibat dalam
ekosistem layanan angkutan sewa khusus berbasis aplikasi di Provinsi Jawa Barat, yaitu mitra
pengemudi taksi online sebagai penyedia layanan dan konsumen konsumen layanan taksi
online sebagai konsumen jasa. Populasi penelitian mencakup seluruh mitra pengemudi dan
konsumen konsumen layanan angkutan sewa khusus yang beroperasi dan menggunakan
layanan tersebut di wilayah Provinsi Jawa Barat.

3.2.2. Teknik dan Jumlah Sampel

Penelitian ini melibatkan dua kelompok responden yang merepresentasikan sisi penawaran
dan sisi permintaan dalam layanan angkutan sewa khusus berbasis aplikasi, yaitu mitra
pengemudi taksi online dan konsumen konsumen layanan taksi online. Jumlah responden
yang dilibatkan masing-masing sebanyak 60 mitra pengemudi dan 60 konsumen dengan
fokus pengumpulan data sebagian besar di wilayah ibu kota Provinsi, sehingga total
responden dalam penelitian ini berjumlah 120 orang di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Ukuran sampel tersebut dinilai memadai untuk analisis deskriptif dan estimasi parameter rata-
rata dalam penelitian kebijakan yang bersifat eksploratif. Dengan jumlah sampel n = 30 pada
masing-masing kelompok, distribusi rata-rata variabel utama yaitu Ability to Pay (ATP),
Willingness to Pay (WTP), Biaya Operasional Kendaraan (BOK), dan Biaya Operasional
Pengemudi (BOP) dapat diasumsikan mendekati distribusi normal berdasarkan prinsip
Central Limit Theorem. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan pendekatan
purposive sampling terhadap responden yang memenuhi kriteria sebagai konsumen aktif
maupun mitra aktif layanan taksi online pada periode penelitian, dengan fokus pengumpulan
data di wilayah ibu kota provinsi. Tujuan utama survei adalah memperoleh gambaran empiris
yang dapat digunakan untuk mendukung analisis kebijakan, dan bukan untuk menghasilkan
estimasi statistik yang merepresentasikan seluruh populasi pengguna maupun pengemudi
angkutan sewa khusus di tingkat provinsi.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu survei
kuantitatif terhadap 60 responden mitra pengemudi dan 60 responden konsumen, serta Focus
Group Discussion (FGD) bersama 10 informan mitra pengemudi dan 10 informan konsumen
taksi online. Survei kuantitatif dilaksanakan menggunakan kuesioner terstruktur untuk
mengumpulkan data terkait struktur biaya operasional mitra pengemudi, kondisi pendapatan
dan pengeluaran konsumen, serta persepsi dan preferensi responden terhadap tarif layanan
taksi online. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode Focus Group Discussion
(FGD) yang melibatkan masing-masing lima peserta dari kelompok mitra pengemudi dan
konsumen. FGD digunakan sebagai bentuk triangulasi metode untuk memperkuat interpretasi
hasil penelitian, khususnya dalam memvalidasi temuan kuantitatif, mengidentifikasi
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kemungkinan perbedaan persepsi di antara responden, serta memberikan konteks kualitatif
terhadap hasil estimasi numerik yang diperoleh dari analisis survei.

3.3. Metode Analisis Data
3.3.1. Analisis Biaya Operasional (BOK dan BOP)

Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan Biaya Operasional Pengemudi (BOP)
dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan cost-based analysis untuk
mengidentifikasi struktur biaya riil yang ditanggung oleh mitra pengemudi dalam penyediaan
layanan angkutan sewa khusus. Komponen biaya operasional dikelompokkan ke dalam dua
kategori utama, yaitu biaya tetap (fixed costs) dan biaya variabel (variable costs).

Biaya tetap mencakup komponen yang relatif tidak berubah dalam jangka pendek, seperti
penyusutan kendaraan, pajak kendaraan, asuransi, dan biaya administrasi. Sementara itu,
biaya variabel meliputi pengeluaran yang berkaitan langsung dengan aktivitas operasional
harian kendaraan, antara lain bahan bakar, perawatan dan servis rutin, biaya parkir, serta
biaya sewa aplikasi. Seluruh komponen biaya tersebut dihitung untuk memperoleh estimasi
biaya operasional rata-rata per hari dan per kilometer, yang selanjutnya digunakan sebagai
dasar analitis dalam perumusan Tarif Batas Bawah (TBB) pada layanan angkutan sewa
khusus.

3.3.2. Analisis Ability to Pay (ATP)

Ability to Pay (ATP) dalam penelitian ini dihitung menggunakan pendekatan proporsi
pengeluaran transportasi terhadap pendapatan responden (transport expenditure approach).
Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan finansial konsumen
dalam membayar layanan transportasi berdasarkan struktur pendapatan dan pengeluaran
rumah tangga.

Perhitungan ATP dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa komponen utama, yaitu
pengeluaran transportasi, jumlah trip dan jarak perjalanan dalam 1 trip. Berdasarkan informasi
tersebut, dihitung estimasi kemampuan pembayaran maksimum konsumen terhadap layanan
taksi online dalam satuan tarif perjalanan atau tarif per kilometer.

Hasil estimasi ATP digunakan untuk mengidentifikasi batas kemampuan bayar rasional
konsumen, yang selanjutnya menjadi salah satu dasar analisis dalam penentuan Tarif Batas
Atas (TBA) agar struktur tarif layanan tetap berada dalam tingkat keterjangkauan konsumen.

3.3.3. Analisis Willingness to Pay (WTP)

Willingness to Pay (WTP) dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan Stated
Preference melalui Contingent Valuation Method (CVM). CVM merupakan metode penilaian
ekonomi berbasis survei yang digunakan untuk mengestimasi nilai suatu barang atau jasa
yang tidak memiliki harga pasar yang pasti dengan cara menanyakan secara langsung
kepada responden mengenai nilai yang bersedia mereka bayarkan dalam suatu skenario
hipotetik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah direct elicitation method
dengan format pertanyaan terbuka (open-ended), di mana responden diminta untuk
menyebutkan secara langsung besaran tarif maksimum yang bersedia mereka bayarkan
untuk menggunakan layanan taksi online. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh nilai
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preferensi individu yang lebih fleksibel tanpa adanya pengaruh batasan nilai atau anchoring
effect dari pilihan jawaban yang disediakan.

Pengukuran WTP dilakukan dengan menggali informasi mengenai tarif maksimum yang
bersedia dibayarkan oleh responden, persepsi terhadap kewajaran tarif layanan, serta
respons terhadap skenario perubahan tarif yang disajikan dalam instrumen survei. Hasil
analisis berupa nilai median, rata-rata, serta distribusi WTP kemudian digunakan sebagai
salah satu dasar pertimbangan dalam mengidentifikasi Tarif Batas Atas (TBA), sehingga
struktur tarif yang diusulkan tetap berada dalam batas kewajaran menurut persepsi
konsumen.

Namun demikian, sebagai bagian dari keterbatasan metodologis, pendekatan CVM dengan
direct elicitation memiliki potensi bias, khususnya hypothetical bias, di mana nilai yang
dinyatakan responden dapat berbeda dengan perilaku aktual dalam kondisi pasar yang nyata.
Oleh karena itu, hasil estimasi WTP dalam penelitian ini perlu diinterpretasikan secara hati-
hati dan digunakan sebagai indikasi preferensi konsumen, bukan sebagai representasi pasti
dari perilaku pembayaran aktual. Meskipun memiliki keterbatasan tersebut, WTP merupakan
instrumen yang lazim dan diakui dalam studi transportasi serta ekonomi publik untuk
memahami persepsi nilai layanan dari sudut pandang konsumen, sehingga tetap memberikan
informasi yang relevan sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan tarif.

3.3.4. Analisis Deskriptif dan Triangulasi

Data kuantitatif dalam penelitian ini dianalisis menggunakan statistik deskriptif, yang meliputi
median, distribusi frekuensi, dan rentang nilai untuk menggambarkan karakteristik variabel
utama penelitian, seperti Biaya Operasional Kendaraan (BOK), Biaya Operasional Pengemudi
(BOP), Ability to Pay (ATP), dan Willingness to Pay (WTP). Dalam analisis ini, nilai median
digunakan sebagai ukuran pemusatan data utama untuk merepresentasikan kecenderungan
nilai responden serta meminimalkan pengaruh nilai ekstrim (outliers) yang dapat
mempengaruhi hasil estimasi.

Hasil analisis survei kemudian dibandingkan dan diperdalam melalui temuan Focus Group
Discussion (FGD) sebagai bagian dari proses triangulasi metode guna meningkatkan validitas
interpretasi hasil penelitian. Triangulasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa estimasi
rentang tarif yang dihasilkan tidak hanya didasarkan pada hasil pengolahan statistik, tetapi
juga mempertimbangkan kondisi operasional di lapangan serta persepsi mitra pengemudi dan
konsumen dalam layanan taksi online.

3.4. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam
menginterpretasikan hasil analisis. Pertama, ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian
ini bersifat eksploratif dan tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan seluruh populasi
konsumen maupun mitra pengemudi layanan taksi online secara statistik pada tingkat yang
lebih luas. Oleh karena itu, temuan penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai indikasi empiris
awal yang merefleksikan kondisi responden pada wilayah penelitian serta tidak dapat
diinterpretasikan secara langsung sebagai representasi keseluruhan penumpang/konsumen
Angkutan Sewa Khusus (ASK) di Provinsi Jawa Barat.
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Kedua, pengukuran Willingness to Pay (WTP) dilakukan menggunakan pendekatan Stated
Preference, yang bergantung pada persepsi dan penilaian responden pada saat survei
dilakukan. Pendekatan ini berpotensi menimbulkan perbedaan antara preferensi yang
dinyatakan oleh responden dan perilaku aktual dalam kondisi pasar yang nyata (hypothetical
bias). Meskipun demikian, kombinasi pendekatan kuantitatif melalui survei dan pendekatan
kualitatif melalui Focus Group Discussion (FGD) diharapkan dapat memberikan gambaran
empiris yang cukup komprehensif mengenai struktur biaya operasional, kemampuan bayar,
serta preferensi tarif, sehingga tetap relevan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan
kebijakan tarif yang lebih berimbang.

Ketiga, Provinsi Jawa Barat memiliki karakteristik wilayah yang beragam dari sisi geografis,
kepadatan penduduk, struktur ekonomi, maupun pola mobilitas. Pengumpulan data dalam
penelitian ini terkonsentrasi di wilayah ibu kota provinsi, sehingga hasil yang diperoleh lebih
tepat dipahami sebagai gambaran rata-rata berdasarkan lokasi dan responden yang disurvei,
dan tidak dapat digeneralisasi sebagai representasi seragam seluruh wilayah Provinsi Jawa
Barat.

Keempat, estimasi rentang tarif yang dihasilkan dalam penelitian ini bersifat point estimate
dan didasarkan pada satu set asumsi operasional utama, termasuk jarak tempuh produktif
harian dan besaran biaya sewa aplikasi. Hasil tarif berpotensi sensitif terhadap perubahan
asumsi-asumsi tersebut, sehingga analisis sensitivitas terhadap parameter kunci, misalnya
jarak tempuh produktif, biaya sewa aplikasi, dan harga bahan bakar, direkomendasikan
sebagai agenda studi lanjutan untuk menguiji robustness rentang tarif yang diperoleh.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1. Profil Responden Mitra Pengemudi di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil survei terhadap mitra pengemudi taksi online di Provinsi Jawa Barat (lihat
Grafik 1), responden didominasi oleh mitra pengemudi dari kelompok usia produktif 31-35
tahun dengan proporsi sekitar 27,4%, diikuti oleh usia 41-45 tahun sebesar 17,7% serta usia
26-30 tahun dan 36 - 40 tahun masing-masing sebesar 16,1%. Sementara itu, kelompok usia
di atas 50 tahun mencakup sekitar 9,7%, dan usia 4650 tahun berada di kisaran 11,3% dari
total responden. Adapun kelompok usia termuda, yaitu 19-25 tahun, memiliki proporsi paling
kecil yaitu sekitar 1,6%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada
pada rentang usia produktif yang cenderung memiliki kebutuhan mobilitas tinggi

Grafik 1. Usia Mitra Pengemudi
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Dari sisi preferensi platform taksi online (lihat Grafik 2), Grab mencatat proporsi pengguna
terbanyak yakni dipilih oleh 38 responden. Maxim digunakan oleh 30 responden dan Gojek
yang digunakan oleh 27 responden. Jumlah responden yang menggunakan platform lain
seperti InDrive relatif sedikit yaitu sekitar 10 responden. Hasil Focus Group Discussion
mengindikasikan bahwa sebagian besar mitra pengemudi tidak hanya bergabung pada satu
platform, melainkan mengoperasikan lebih dari satu aplikasi secara bersamaan. Praktik ini
mencerminkan strategi adaptif pengemudi dalam memaksimalkan peluang pendapatan.

Grafik 2. Platform Taksi Online
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Dari sisi jenis kendaraan, mayoritas responden menggunakan kendaraan kategori LCGC
berkapasitas tujuh penumpang yang diperoleh melalui skema kredit kepemilikan kendaraan.
Kendaraan tersebut digunakan sekitar 70% untuk operasional layanan taksi online, sehingga
biaya kendaraan menjadi komponen penting dalam perhitungan Biaya Operasional
Kendaraan (BOK). Untuk menekan biaya perawatan, sebagian besar mitra pengemudi
melakukan lebih dari 80% perawatan kendaraan di bengkel tidak resmi, sementara asuransi
kendaraan umumnya hanya dimiliki oleh kendaraan yang masih berada dalam masa
pembiayaan kredit.

Tabel 1 Profil Responden Mitra Pengemudi Provinsi Jawa Barat

1. Karakteristik Responden \

Variabel Median
Usia 37 tahun
Lama menjadi mitra 4 tahun
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Jam online per hari 10 jam
Hari kerja per bulan 26 hari
Hari kerja per tahun 312 hari
Hari libur per bulan 4 hari
Jumlah trip per hari 10 trip
Jarak per trip 10 km
2. Karakteristik Kendaraan Operasional

Persentase penggunaan mobil untuk

taksi online 70%
Jenis Kendaraan LCGC
Tahun produksi kendaraan 2019
Tahun pembelian kendaraan 2021
Estimasi harga kendaraan Rp. 194.000.000
3. Pembiayaan Kendaraan

Uang muka kendaraan Rp. 21.500.000
Cicilan kendaraan per bulan Rp. 3.050.000
Lama angsuran 5 tahun
4. Biaya Kendaraan

Pajak kendaraan per tahun Rp. 2.113.500
Asuransi kendaraan per tahun Rp. 1.000.000
Biaya perawatan rutin per tahun Rp. 1.500.000
Servis besar per tahun Rp. 725.000
Harga ban per tahun Rp. 2.000.000
Penggantian ban per tahun 3 ban/ tahun
Biaya cuci kendaraan per bulan Rp. 200.000
5. Biaya Operasional mitra pengemudi

Pengeluaran BBM per bulan Rp. 3.000.000
Biaya makan per hari Rp. 50.000
Biaya parkir per bulan Rp. 50.000
6. Biaya Sosial dan Perangkat

luran BPJS Kesehatan Rp. 105.000
luran BPJS Ketenagakerjaan Rp. 16.900
Harga handphone Rp. 2.000.000
Lama penggunaan handphone 3 tahun
Pulsa / internet per bulan Rp. 100.000
7. Pendapatan mitra pengemudi

biaya sewa aplikasi 20%

Penghasilan bersih mitra pengemudi

Rp. 200.000 per hari

Dalam kegiatan operasional sehari-hari, responden bekerja dengan intensitas yang relatif
tinggi, yaitu sekitar 10 jam per hari selama 26 hari dalam satu bulan, dengan rata-rata 10
perjalanan per hari dan jarak tempuh sekitar 10 km per perjalanan. Biaya operasional terbesar
berasal dari pengeluaran bahan bakar yang mencapai sekitar Rp. 3.000.000 per bulan, diikuti
oleh biaya operasional lain seperti parkir, serta biaya komunikasi berupa pulsa atau paket
internet sekitar Rp. 100.000 per bulan. Selain itu, responden juga menanggung biaya sosial
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seperti iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan struktur biaya tersebut,
median penghasilan bersih mitra pengemudi tercatat sekitar Rp. 200.000 per hari, dengan
biaya sewa aplikasi sebesar 20%, sehingga komponen biaya operasional dan kepemilikan
kendaraan merupakan faktor penting dalam analisis Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan
Biaya Operasional Pengemudi (BOP).

Adapun komponen biaya Uji KIR, Uji Emisi dan Biaya Koperasi/lUMKM tidak dimasukkan
dalam formulasi Biaya Operasional Kendaraan (BOK), mengingat hasil survei dan Focus
Group Discussion yang mengindikasikan bahwa sebagian besar mitra pengemudi tidak
menjadi anggota Koperasi/UMKM dan tidak secara rutin melakukan kedua jenis uji kendaraan
tersebut. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan
praktik di lapangan, sehingga memasukkan komponen biaya tersebut dalam perhitungan
berpotensi menghasilkan estimasi yang tidak mencerminkan beban biaya aktual yang
ditanggung oleh pengemudi.

4.1.1. Asumsi Produksi

Dalam penelitian ini asumsi produksi didefinisikan sebagai jumlah perjalanan yang dapat
dilayani oleh satu kendaraan dalam periode waktu tertentu. Berdasarkan hasil pengolahan
data survei pengemudi taksi online, diperoleh rata-rata 10 perjalanan per hari dengan rata-
rata jarak perjalanan berpenumpang sejauh 10 kilometer per trip.

Kilometer efektif per tahun = Kilometer Tempuh Per hari x Hari kerja per tahun
= 100 km x 312 hari

31.200 km

Berdasarkan asumsi tersebut, satu kendaraan menghasilkan kilometer efektif sebesar 100 km
per hari Dengan asumsi 26 hari operasi per bulan dan 312 hari operasi per tahun, maka
produksi kendaraan diperkirakan mencapai 31200 km per tahun. Nilai-nilai ini selanjutnya
digunakan sebagai dasar dalam perhitungan biaya operasional kendaraan dan analisis tarif
dalam penelitian ini.

Tabel 2 Asumsi Produksi

rata-rata trip harian 10
rata-rata km efektif 10
Hari operasi/bulan 26
Hari operasi/tahun 312
Km efektif/hari 100
Km total/bulan 2.600
Km efektif/tahun 31.200
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4.2. Profil Responden Konsumen Taksi Online di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil pengolahan data survei, profil responden konsumen konsumen layanan
taksi online dalam penelitian ini menunjukkan karakteristik penggunaan layanan yang relatif
moderat. Nilai median usia responden adalah 30 tahun, yang menunjukkan bahwa mayoritas
konsumen berada pada kelompok usia produktif. Dari sisi intensitas penggunaan, responden
tercatat melakukan perjalanan menggunakan taksi online sebanyak 3 perjalanan per minggu,
dengan rata-rata jarak perjalanan sekitar 5 kilometer per trip. Dalam satu bulan, pengeluaran
responden untuk layanan taksi online memiliki nilai median sebesar Rp. 116.000, yang
menunjukkan bahwa layanan ini umumnya digunakan sebagai moda transportasi pelengkap,
bukan sebagai moda transportasi utama dalam aktivitas mobilitas harian. Selain itu, preferensi
konsumen yang cenderung memilih tarif lebih hemat menunjukkan bahwa konsumen memiliki
sensitivitas yang cukup tinggi terhadap perubahan harga.

Tabel 3 Profil Responden Konsumen Taksi Online di Provinsi Jawa Barat

Variabel Median

Usia 30 tahun
Trips per minggu 3 trip
Rata-rata jarak per per trip (km) 5km
Pengeluaran Bulanan Taksi Online Rp. 116.000
WTP tariff < 2 km Rp. 15.000
WTP tariff 5 km Rp. 30.000
WTP tariff 10 km Rp. 50.000

Dari sisi kesediaan membayar (Willingness to Pay/WTP), responden menunjukkan variasi
nilai yang sejalan dengan peningkatan jarak perjalanan. Nilai median WTP untuk perjalanan
kurang dari 2 km adalah sekitar Rp. 15.000, sedangkan untuk perjalanan 5 km sebesar Rp.
30.000. Untuk perjalanan yang lebih jauh, yaitu 10 km, nilai median WTP meningkat menjadi
sekitar Rp. 50.000. Pola ini menunjukkan bahwa konsumen memiliki persepsi tarif yang
meningkat secara proporsional terhadap jarak perjalanan, yang mencerminkan bahwa faktor
jarak merupakan determinan penting dalam penilaian tarif layanan taksi online oleh
konsumen.

4.3. Struktur Biaya Operasional Mitra (BOK + BOP)

Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan dalam penelitian ini menggunakan asumsi utama
kendaraan hanya digunakan sebesar 70% untuk operasional layanan taksi online, sementara
sisanya digunakan untuk keperluan pribadi pengemudi. Oleh karena itu, beberapa komponen
biaya dialokasikan secara proporsional terhadap tingkat pemanfaatan kendaraan tersebut.
Penambahan margin sebesar 10% di atas biaya operasional dilakukan untuk memastikan
kelayakan ekonomi mitra pengemudi. Pendekatan ini dapat digunakan untuk memberikan
tingkat pengembalian yang memadai guna menjaga keberlanjutan layanan (World Bank; Asian
Development Bank). Selain itu margin tersebut merepresentasikan kompensasi atas risiko,
ketidakpastian permintaan, serta opportunity cost tenaga kerja, sehingga menjadi elemen
penting dalam menjaga keberlanjutan partisipasi pelaku dalam pasar.

Tabel 4 Biaya Operasional Kendaraan
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Biaya Modal Kendaraan

a. Biaya Penyusutan Kendaraan 232.69
b. Biaya Bunga Modal Kendaraan 364.17
Biaya Legalitas Kendaraan
a. Biaya Pajak Kendaraan 80.13
b.Biaya Administrasi Pajak 26.22
c. Biaya Kartu Pengawasan 3.21
Biaya Jalan Kendaraan
a. Biaya BBM 807.69
b. Biaya Ban 64.10
c. Biaya Pemeliharaan
1. Biaya servis rutin (per 5000 km) 48.08
2. Biaya servis besar (setelah 50.000 km) 11.62
d. Biaya Cuci Mobil 76.92
e. Biaya Asuransi Kendaraan 384.62

Biaya Operasional Pengemudi

Biaya Pengemudi

a. Biaya makan 500.00

b. Biaya asuransi kesehatan pengemudi 40.38

c. Biaya asuransi ketenagakerjaan pengemudi 6.50
Biaya Komunikasi Pengemudi

a. Biaya pembelian handphone 21.37

b. Biaya penyusutan handphone 12.82

c. Biaya pulsa atau kuota internet 38.46
BOP + BOK 2.718,97
Profit Mitra Pengemudi (10%) 271,9
Biaya Operasional Per Kilometer 2.990,87

Berdasarkan hasil perhitungan biaya operasional taksi online, total Biaya Operasional
Kendaraan (BOK) dan Biaya Operasional Pengemudi (BOP) diperoleh sebesar Rp. 2.990,87
per kilometer. Komponen biaya terbesar berasal dari biaya jalan kendaraan, khususnya biaya
bahan bakar (BBM) yang mencapai Rp. 807,69 per km, sehingga menjadi komponen biaya
operasional paling dominan dalam aktivitas operasional kendaraan. Selain itu, biaya tetap
kendaraan juga memberikan kontribusi yang cukup besar, terutama biaya bunga modal
kendaraan sebesar Rp. 364,17 per km, biaya asuransi kendaraan sebesar Rp. 384,62 per
km, serta biaya penyusutan kendaraan sebesar Rp. 232,69 per km.

Pada kelompok biaya legalitas kendaraan, komponen biaya terdiri dari pajak kendaraan
sebesar Rp. 80,13 per km, biaya administrasi pajak sebesar Rp. 26,22 per km, dan biaya
kartu pengawasan sebesar Rp. 3,21 per km. Sementara itu, biaya pemeliharaan kendaraan
meliputi servis rutin sebesar Rp. 48,08 per km, servis besar sebesar Rp. 11,62 per km, biaya
ban sebesar Rp. 64,10 per km, dan biaya cuci kendaraan sebesar Rp. 76,92 per km. Pada
sisi pengemudi, komponen biaya utama berasal dari biaya makan sebesar Rp. 500,00 per km,
diikuti iuran BPJS kesehatan sebesar Rp. 40,38 per km dan iuran BPJS ketenagakerjaan
sebesar Rp. 6,50 per km. Selain itu, terdapat pula biaya komunikasi yang merupakan
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akumulasi dari biaya pembelian dan penyusutan handphone sebesar Rp. 12,82 per km serta
biaya pulsa atau kuota internet sebesar Rp. 38,46 per km.

Secara keseluruhan, struktur biaya menunjukkan bahwa biaya bahan bakar, biaya
pengemudi, serta biaya pembiayaan kendaraan merupakan komponen utama yang
membentuk total biaya operasional taksi online. Komponen-komponen tersebut
mencerminkan karakteristik operasional transportasi berbasis aplikasi yang memiliki
intensitas penggunaan kendaraan yang tinggi serta ketergantungan pada platform digital
dalam menjalankan aktivitas layanan.

4.3.1. Biaya Operasional Harian

Biaya operasional harian mitra pengemudi dihitung berdasarkan Biaya Operasional Per
Kilometer sebesar Rp. 2.990,87 dikalikan dengan total kilometer efektif yang mencapai 100
km per hari. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan besarnya biaya operasional
yang secara langsung terkait dengan aktivitas perjalanan berpenumpang yang menghasilkan
pendapatan bagi pengemudi.

Biaya Operasional Harian = Kilometer efektif x Biaya Operasional per km

= 100 km x Rp. 2.990,87

Rp.299.087 per hari

Dengan demikian, dalam kondisi operasional rata-rata, mitra pengemudi menanggung biaya
operasional harian sebesar sekitar Rp. 299.087 per hari, yang menjadi dasar dalam menilai
kelayakan tarif dan tingkat pendapatan harian yang diperoleh mitra.

4.4. Estimasi Tarif Batas Bawah (TBB)

Estimasi Tarif Batas Bawah (TBB) dihitung berdasarkan biaya operasional per kilometer
sebesar Rp. 2.990,87. Dengan mempertimbangkan biaya sewa aplikasi sebesar 20%, maka
tarif yang dibayarkan penumpang harus mampu menutup biaya tersebut setelah dikurangi
biaya sewa aplikasi. Oleh karena itu, tarif batas bawah diperoleh dengan membagi biaya
operasional dengan proporsi pendapatan yang diterima pengemudi (80%), sehingga
menghasilkan nilai sekitar Rp. 3.739 per kilometer. Nilai tersebut mencerminkan tarif minimum
yang diperlukan agar mitra pengemudi dapat menghasilkan pendapatan yang minimal setara
dengan biaya operasional tanpa memperoleh manfaat ekonomi tambahan.

. Biaya Operasional Per Km
Tarif Batas Bawah =

1 — biaya sewa aplikasi

_ Rp.2.990,87
T 1-020

_ Rp.2.990,87
- 0,8

= Rp.3.738,58

= Rp.3.739
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4.5. Estimasi Tarif Sesuai Willingness To Pay

Tarif Batas Atas (TBA) dalam penelitian ini diukur menggunakan pendekatan kesediaan
membayar (Willingness to Pay/WTP). Pendekatan WTP digunakan untuk mengidentifikasi
tingkat tarif maksimum yang masih dapat diterima oleh konsumen berdasarkan preferensi dan
persepsi nilai terhadap layanan (Hanemann, 1984; Mitchell & Carson, 1989; Louviere,
Hensher, & Swait, 2000). Dalam konteks perumusan kebijakan tarif, estimasi TBA ini tidak
hanya berfungsi sebagai batas atas keterjangkauan konsumen, tetapi juga sebagai salah satu
komponen untuk memastikan struktur tarif yang berimbang antara kepentingan pengguna dan
keberlanjutan ekosistem ride-hailing. Konsep keseimbangan ini sejalan dengan prinsip
ekonomi kesejahteraan dan efisiensi pasar, di mana harga yang terbentuk perlu
mencerminkan keseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran (Mankiw, 2021; Pindyck
& Rubinfeld, 2018).

Estimasi tarif sesuai Willingness To Pay dalam penelitian ini didasarkan pada hasil survei
mengenai kesediaan membayar (Willingness to Pay/WTP) responden terhadap layanan taksi
online pada beberapa skenario jarak perjalanan. Responden diminta menyatakan tarif yang
dianggap wajar untuk perjalanan dengan jarak kurang dari 2 km, 5 km, dan 10 km.
Berdasarkan hasil survei, diperoleh nilai tarif sebesar Rp. 15.000 untuk perjalanan kurang dari
2 km, Rp. 30.000 untuk perjalanan 5 km, dan Rp. 50.000 untuk perjalanan 10 km.

Nilai tarif tersebut kemudian dinormalisasi ke dalam satuan biaya per kilometer dengan
membagi tarif terhadap jarak perjalanan masing-masing. Hasil perhitungan menunjukkan nilai
WTP sebesar Rp. 7.500/km untuk perjalanan kurang dari 2 km, Rp. 6.000/km untuk perjalanan
5 km, dan Rp. 5.000/km untuk perjalanan 10 km. Secara statistik, nilai rata-rata (mean) WTP
berada pada kisaran Rp. 6.167 per kilometer.

Tarif Ideal Menurut konsumen
3

Willingness To Pay (mean) =

_ 7.500 + 6.000 + 5000
- 3

= 6.166,67

Namun demikian, dalam penelitian ini nilai median digunakan sebagai dasar penentuan tarif
batas atas, hal ini dilakukan karena median lebih stabil terhadap kemungkinan adanya nilai
ekstrim dalam distribusi jawaban responden serta lebih mencerminkan kecenderungan
preferensi mayoritas konsumen. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa median WTP
per kilometer berada pada nilai Rp. 6.000 per kilometer, sehingga nilai tersebut digunakan
sebagai estimasi Tarif Batas Atas sesuai Willingness To Pay dalam analisis kebijakan tarif
layanan taksi online di Jawa Barat.

4.6. Analisis Ability to Pay

Analisis Ability to Pay (ATP) digunakan untuk mengukur kemampuan maksimum konsumen
dalam membayar tarif layanan transportasi berdasarkan tingkat pengeluaran transportasi
yang dialokasikan oleh responden. ATP mencerminkan batas kemampuan finansial

33



konsumen sehingga dapat memberikan gambaran mengenai keterjangkauan tarif layanan
transportasi berbasis aplikasi (Tamin, 2000).

Tabel 5 Komponen Penyusun Ability To Pay

Pengeluaran taksi online/bulan Rp. 116.000
Pengeluaran taksi online/minggu Rp. 29.000
Jumlah trip/minggu 3
Jarak perjalanan/trip 5

Perhitungan Ability to Pay (ATP) dalam penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan
besarnya pengeluaran responden untuk layanan taksi online, frekuensi perjalanan, serta jarak
perjalanan rata-rata. Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner, diketahui bahwa rata-rata
pengeluaran responden untuk layanan taksi online di Jawa Barat sebesar Rp. 116.000 per
bulan atau setara dengan Rp. 29.000 per minggu. Dalam periode yang sama, responden
melakukan rata-rata 3 perjalanan per minggu dengan jarak perjalanan sekitar 5 km per
perjalanan.

Dengan demikian, total jarak perjalanan responden dalam satu minggu dapat dihitung sebagai
berikut:

Total Jarak perjalanan mingguan = 3x 5km

=15km

Nilai ATP per kilometer kemudian diperoleh dengan membagi total pengeluaran transportasi
mingguan (Rp. 29.000) dengan total jarak perjalanan mingguan, sehingga diperoleh:

_29.000

ATP
15

= Rp.1.933,33/km

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai Ability to Pay (ATP) konsumen layanan taksi
online di Jawa Barat sebesar Rp. 1.933,33 per km. Nilai ini menggambarkan kemampuan
rata-rata responden dalam membayar tarif transportasi berbasis aplikasi untuk setiap
kilometer perjalanan.

Temuan ini memberikan indikasi bahwa kemampuan finansial konsumen dalam membayar
layanan transportasi berbasis aplikasi masih berada pada kisaran tertentu yang perlu
dipertimbangkan dalam penetapan tarif. Oleh karena itu, hasil analisis ATP perlu
dibandingkan dengan hasil Willingness to Pay (WTP) serta simulasi pendapatan mitra
pengemudi untuk memperoleh gambaran tarif yang tidak hanya terjangkau bagi konsumen,
tetapi juga tetap memberikan tingkat pendapatan yang layak bagi mitra pengemudi.

4.7. Simulasi Pendapatan Mitra

Simulasi pendapatan mitra pengemudi dilakukan untuk menganalisis implikasi ekonomi dari
struktur tarif yang dihasilkan dalam penelitian ini terhadap keberlanjutan operasional
pengemudi taksi online. Berdasarkan hasil survei, rata-rata pengemudi menyelesaikan sekitar
10 perjalanan per hari dengan jarak efektif rata-rata 10 km per perjalanan, sehingga total
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kilometer efektif yang menghasilkan pendapatan mencapai 100 km per hari. Dalam
menjalankan aktivitas operasional, mitra pengemudi menanggung biaya operasional harian
sebesar sekitar Rp. 299.087 per hari. Selain itu, dalam simulasi ini juga digunakan asumsi
adanya biaya sewa aplikasi sebesar 20% dari nilai perjalanan.

4.7.1. Simulasi Pendapatan Mitra Pengemudi Pada Tarif Batas Bawah
4.7.1.1. Pendapatan Bruto pada Tarif Batas Bawah (TBB)

Pendapatan bruto pengemudi dihitung berdasarkan kilometer efektif yang dibayar oleh
penumpang. Dengan menggunakan estimasi Tarif Batas Bawah (TBB) sebesar Rp. Rp. 3.739
per kilometer serta asumsi produksi 100 km efektif per hari, maka pendapatan bruto harian
dapat dihitung sebagai berikut:

Pendapatan Bruto = Kilometer efektif x Tarif Batas Bawah

= 100 km x Rp.3.739

Rp.373.900 per hari

Nilai tersebut merupakan total pendapatan perjalanan yang dibayarkan oleh penumpang
sebelum dikurangi biaya sewa aplikasi.

4.7.1.2. Pendapatan Bruto Mitra Pengemudi pada Tarif Batas Bawah (TBB) Setelah
Dikurangi Biaya Sewa Platform

Dalam ekosistem transportasi berbasis aplikasi seperti taksi online, perusahaan platform
memperoleh pendapatan melalui biaya sewa aplikasi yang dipotong dari tarif perjalanan yang
dibayarkan oleh penumpang. Dalam penelitian ini biaya sewa aplikasi diasumsikan sebesar
20% dari nilai perjalanan. Dengan demikian, pendapatan bruto mitra pengemudi setelah
dikurangi biaya sewa aplikasi dapat dihitung sebagai berikut:

Pendapatan Bruto Dikurangi Biaya Sewa Aplikasi = Pendapatan Bruto Harian x (1 — biaya sewa aplikasi)

= Rp.373.900 x 0,80

Rp.299.120 per hari
4.7.1.3. Pendapatan Bersih Mitra Pengemudi pada Tarif Batas Bawah (TBB)

Pendapatan bersih mitra pengemudi merupakan pendapatan harian mitra pengemudi setelah
dikurangi komponen biaya sewa aplikasi dan biaya operasional. Adapun biaya operasional
harian diketahui sebesar Rp. 295.992 per hari, sehingga pendapatan bersih mitra pengemudi
pada Tarif Batas Bawah dapat dihitung sebagai berikut:

Pendapatan Bersih = Pendapatan Bruto Harian Dikurangi Biaya Aplikasi — Biaya Operasional Harian

= Rp.299.120 — Rp.299.087

Rp. 33 per hari
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Pada tingkat Tarif Batas Bawah (TBB), mitra pengemudi hanya menghasilkan pendapatan
bersih sekitar Rp. 33 per hari, yang menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh hampir
setara dengan biaya operasional. Dengan demikian, pada tingkat tarif batas bawah, mitra
pengemudi telah mampu memenuhi biaya operasional harian, namun belum menghasilkan
manfaat ekonomi atau keuntungan yang signifikan.

4.7.2. Simulasi Pendapatan Mitra Pada Tarif Batas Atas
4.7.2.1. Pendapatan Bruto pada Tarif Batas Atas (TBA)

Pendapatan bruto mitra pengemudi taksi online pada Tarif Batas Atas (TBA) dihitung
berdasarkan kilometer efektif yang dibayar oleh penumpang. Dengan menggunakan estimasi
Tarif Batas Atas (TBA) sebesar Rp. 6.000 per kilometer serta asumsi produksi 100 km efektif
per hari, maka pendapatan bruto harian dapat dihitung sebagai berikut:

Pendapatan Bruto = Kilometer efektif x Tarif Batas Atas

= 100 km x Rp. 6.000

Rp. 600.000 per hari

Nilai tersebut merupakan total pendapatan perjalanan yang dibayarkan oleh penumpang
sebelum dikurangi biaya sewa aplikasi dan biaya operasional.

4.7.2.2. Pendapatan Bruto pada Tarif Batas Atas (TBA)

Dengan menggunakan estimasi Tarif Batas Atas (TBA) sebesar Rp. 6.000 per kilometer serta
asumsi produksi 100 km efektif per hari, maka pendapatan bruto harian dapat dihitung sebagai
berikut:

Pendapatan Bruto Dikurangi Biaya Sewa Aplikasi
= Pendapatan Bruto x (1 — biaya sewa aplikasi)

Rp. 600.000 x 0,80

Rp.480.000 per hari
4.7.2.3. Pendapatan Bersih Mitra Pengemudi pada Tarif Batas Atas (TBA)

Dalam ekosistem transportasi berbasis aplikasi seperti taksi online, perusahaan platform
memperoleh pendapatan melalui biaya sewa aplikasi yang dipotong dari tarif perjalanan yang
dibayarkan oleh penumpang. Dalam penelitian ini biaya sewa aplikasi diasumsikan sebesar
20% dari nilai perjalanan. Dengan demikian, pendapatan yang diterima mitra pengemudi
setelah dikurangi biaya sewa aplikasi dapat dihitung sebagai berikut:

Pendapatan Bersih Pengemudi = Pendapatan Bruto Harian Dikurangi Biaya Aplikasi — Biaya Operasional Harian

= Rp.480.000 — Rp.299.087

Rp. 180.917 per hari
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Pada tingkat Tarif Batas Atas (TBA), mitra pengemudi menghasilkan pendapatan bersih
sekitar Rp. 180.917 per hari, yang menunjukkan adanya selisih positif antara pendapatan
bruto terhadap biaya operasional harian. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tingkat tarif
tersebut, mitra pengemudi tidak hanya mampu menutup biaya operasional, tetapi juga
memperoleh margin keuntungan yang cukup memadai.

4.8. Estimasi Rentang Tarif Kebijakan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implikasi struktur tarif
terhadap tingkat pendapatan mitra pengemudi, dilakukan simulasi pendapatan pada
beberapa skenario tarif (lihat Tabel 6). Simulasi ini bertujuan untuk melihat bagaimana
perubahan tarif per kilometer mempengaruhi pendapatan bersih pengemudi setelah
memperhitungkan biaya sewa aplikasi.

Tabel 6 Simulasi Tarif

Pendapatan
Bruto
. Pendapatan Setelah Biaya Pendapatan
. Tarif . . . .
Dasar Tarif (Rp/KM) Bruto Dikurangi Operasional Bersih
(Rp/hari) Biaya Sewa (Rp/hari) (Rp/hari)

Platform

(Rp/hari)
Tarif Batas Bawah (TBB) 3.739 373.900 299.120 299.087 33
Tarif Batas Atas (TBA) 6.000 600.000 480.000 299.087 180.917

Skenario tarif yang digunakan dalam simulasi ini meliputi tarif berbasis Biaya Operasional Per
Kilometer sebagai dasar Tarif Batas Bawah (TBB) dan tarif berbasis Willingness to Pay (WTP)
sebagai referensi Tarif Batas Atas (TBA). Hasil simulasi menunjukkan bahwa pada tingkat
TBB sebesar Rp. 3.739 per kilometer, mitra pengemudi memperoleh pendapatan bersih yang
sangat terbatas yaitu sekitar Rp. 33 per hari. Pada tingkat pendapatan tersebut, penghasilan
harian mitra pengemudi hanya cukup untuk memenuhi biaya operasional harian, tanpa
memberikan manfaat ekonomi yang memadai. Perlu dicatat bahwa margin tipis ini bersifat
sensitif terhadap asumsi operasional yang digunakan, terutama jarak tempuh produktif (100
km per hari) dan besaran biaya sewa aplikasi (20%). Perubahan kecil pada asumsi tersebut
dapat menggeser pendapatan bersih mitra secara signifikan, sehingga interpretasi terhadap
hasil simulasi ini perlu mempertimbangkan keterbatasan asumsi yang melekat (lihat juga
catatan keterbatasan pada Bab 3.4).

Pada tingkat Tarif Batas Atas (TBA) sebesar Rp. 6.000 per kilometer, pendapatan bruto harian
meningkat menjadi Rp. 600.000, dengan pendapatan bersih mencapai sekitar Rp. 180.917
per hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tingkat tarif tersebut, mitra pengemudi tidak
hanya mampu menutup biaya operasional, tetapi juga memperoleh margin keuntungan yang
lebih layak.
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Gambar 1. Diagram Sintesis Komponen Penentuan Rentang Tarif

Selanjutnya, hasil sintesis (lihat Gambar 1) menunjukkan bahwa Ability to Pay (ATP)
konsumen berada pada kisaran Rp. 1.933 per kilometer, sementara Willingness to Pay (WTP)
mencapai sekitar Rp. 6.000 per kilometer. Kesenjangan antara ATP dan WTP
mengindikasikan bahwa meskipun kemampuan finansial rata-rata konsumen relatif terbatas,
namun sebagian konsumen tetap bersedia membayar tarif yang lebih tinggi karena
mempertimbangkan aspek-aspek yang dimiliki layanan taksi online seperti kenyamanan,
kecepatan, dan kemudahan akses layanan. Meskipun demikian, tingginya WTP tidak
sepenuhnya mencerminkan kemampuan membayar yang berkelanjutan, mengingat layanan
ride-hailing umumnya tidak digunakan sebagai moda transportasi utama, tetapi digunakan
sebagai moda transportasi pelengkap dan cenderung digunakan pada kondisi tertentu saja.
Temuan ATP dan WTP dalam kajian ini menunjukkan bahwa struktur tarif yang berlaku perlu
diuji bukan hanya dari sisi keterjangkauan dan penerimaan (acceptance) konsumen, tetapi
juga dari sisi keselarasan dengan kerangka regulasi pusat dan kondisi empiris di lapangan.

Dengan mempertimbangkan hasil analisis biaya operasional, ATP, WTP, serta simulasi
pendapatan pengemudi, struktur tarif perlu dirumuskan secara seimbang antara kepentingan
konsumen dan mitra pengemudi. Dalam hal ini, Tarif Batas Bawah (TBB) berada pada kisaran
Rp. 3.739 per kilometer sebagai batas minimum untuk menutup biaya operasional, sementara
Tarif Batas Atas (TBA) berada pada kisaran Rp. 6.000 per kilometer sesuai dengan tingkat
kesediaan membayar konsumen. Secara keseluruhan, rentang tarif yang berada di zona tarif
ideal Rp. 3.739 — Rp. 6.000 per kilometer dapat dipertimbangkan sebagai struktur tarif yang
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relatif berimbang untuk layanan taksi online di Provinsi Jawa Barat. Rentang ini mencerminkan
upaya menjaga keberlanjutan operasional mitra pengemudi sekaligus mempertahankan
keterjangkauan layanan bagi masyarakat.

4.9. Perbandingan Tarif Hasil Kajian Dengan Ketentuan Tarif Berlaku

Perbandingan struktur tarif diperlukan untuk menilai tingkat keselarasan antara hasil kajian
dengan regulasi yang berlaku. Hasil perbandingan (lihat Tabel 8) menunjukkan adanya
perbedaan yang cukup signifikan antara kebijakan tarif di Provinsi Jawa Barat, ketentuan tarif
pada tingkat nasional, serta rekomendasi tarif yang dihasilkan dari kajian berbasis data
empiris.

Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Nomor 5464/TU.01.02/Angkutan
tentang Penetapan Tarif yang Berlaku bagi Angkutan Sewa Khusus R2 dan R4 yang
Menggunakan Aplikasi di Wilayah Jawa Barat, menetapkan Tarif Batas Bawah (TBB) sebesar
Rp. 5.000 per kilometer. Sebagai perbandingan, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan
Darat Nomor SK.3244/AJ.801/DJPD/2017 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah
Angkutan Sewa Khusus menetapkan rentang tarif yang lebih moderat, yaitu Rp. 3.500 — Rp.
6.000 per kilometer, sementara hasil Kajian RISED 2026 menunjukkan kisaran tarif yang lebih
rendah, yakni sekitar Rp. 3.739 — Rp. 6.000 per kilometer.

Tabel 8 Perbandingan Tarif

Dasar Tarif TBB TBA

Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Nomor
5464/TU.01.02/Angkutan tentang Penetapan Tarif yang
Berlaku bagi Angkutan Sewa Khusus R2 dan R4 yang
Menggunakan Aplikasi di Wilayah Jawa Barat 5.000 -

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor
SK.3244/AJ/DJPD/2017 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif
Batas Bawah Angkutan Sewa Khusus 3.500 6.000

Kajian RISED 2026 3.739 6.000

Catatan: Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Nomor 5464/TU.01.02/Angkutan hanya mengatur
Tarif Batas Bawah (TBB) dan tidak menetapkan Tarif Batas Atas (TBA), sehingga kolom TBA pada baris tersebut
dikosongkan.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa tarif yang berlaku di Provinsi Jawa Barat (Rp.
5.000 per kilometer berdasarkan Surat Kadishub Jabar) berada di atas rentang empiris hasil
kajian ini, sementara kerangka tarif nasional dalam Kepdirjen Hubdat (Rp. 3.500—Rp. 6.000
per kilometer) relatif lebih dekat dengan rentang empiris yang diperoleh. Pola ini
mengindikasikan adanya ruang penyesuaian tarif yang dapat dipertimbangkan secara
bertahap, dengan tetap mengacu pada kerangka tarif pusat sebagai rujukan utama. Perlu
ditekankan bahwa perbedaan antara hasil kajian dan tarif yang berlaku tidak dapat secara
langsung diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa kebijakan tarif eksisting keliru, karena
penetapan tarif dalam praktik kerap mempertimbangkan berbagai faktor di luar cakupan
analisis biaya dan permintaan pada studi ini. Beberapa faktor yang dapat menjelaskan
perbedaan tersebut antara lain:
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1. Pertimbangan perlindungan sosial bagi mitra pengemudi dan kelompok angkutan
konvensional yang terdampak. Sebagaimana didokumentasikan dalam FGD
Harmonisasi Regulasi ASK (RISED, 2025), penetapan tarif minimum di sejumlah
daerah merupakan respons terhadap kebutuhan perlindungan sosial dan dinamika
sosial di lapangan, di luar pertimbangan biaya operasional aktual.

2. Perbedaan asumsi komponen biaya operasional yang digunakan dalam proses
penetapan tarif. Komponen seperti harga bahan bakar, efisiensi kendaraan, pola kerja
pengemudi, jenis kendaraan, dan tingkat utilisasi kendaraan dapat berubah dari waktu
ke waktu. Pembaruan parameter biaya secara berkala dapat membantu menjaga
relevansi struktur tarif terhadap kondisi biaya operasional terkini, sekaligus
menghindari deviasi yang terlalu jauh dari kondisi empiris.

3. Perbedaan estimasi tarif juga dapat dipengaruhi oleh belum terintegrasinya
pertimbangan aspek permintaan dalam proses penetapan tarif. Kebijakan tarif yang
lebih menitikberatkan pada pendekatan biaya (cost-based pricing) tanpa
mempertimbangkan kemampuan dan preferensi konsumen melalui indikator seperti
Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) dapat menghasilkan tarif yang
kurang sensitif terhadap kondisi permintaan konsumen di sisi pasar.

4. Pertimbangan stabilitas pasar dan transisi kebijakan. Penyesuaian tarif yang dilakukan
secara mendadak dapat berisiko menimbulkan guncangan terhadap operasional mitra
pengemudi maupun preferensi  konsumen, sehingga regulator  perlu
mempertimbangkan dimensi waktu dan kecepatan transisi dalam setiap perubahan
struktur tarif.

5. Belum tersedianya petunjuk teknis nasional yang seragam untuk penghitungan tarif.
Sebagaimana terdokumentasi dalam FGD Harmonisasi Regulasi ASK (RISED, 2025),
metode penghitungan tarif antar daerah masih bervariasi, mencakup penggunaan
UMP, ATP/WTP, hingga benchmarking antardaerah. Variasi ini berpotensi
menghasilkan struktur tarif yang berbeda antarwilayah, sehingga kebutuhan petunjuk
teknis nasional yang lebih konsisten menjadi penting.

Dengan demikian, rentang empiris yang dihasilkan dalam kajian ini diposisikan sebagai salah
satu referensi pertimbangan berbasis data (evidence-based policy) dalam perumusan
kebijakan tarif, yang melengkapi pertimbangan perlindungan sosial, stabilitas pasar, dan
transisi kebijakan yang menjadi kewenangan regulator. Integrasi antara analisis biaya
operasional (BOK dan BOP) dengan analisis permintaan (ATP dan WTP) dapat menjadi salah
satu masukan untuk menghasilkan struktur tarif yang lebih adaptif, proporsional, dan
berkelanjutan bagi seluruh aktor dalam ekosistem ride-hailing.
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BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis kelayakan struktur tarif layanan transportasi berbasis aplikasi
dengan mempertimbangkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan Biaya Operasional
Pengemudi (BOP). Berdasarkan hasil perhitungan dengan asumsi jarak tempuh produktif
sebesar 100 km per hari, dan biaya sewa aplikasi sebesar 20%, diperoleh beberapa
kesimpulan sebagai berikut;

1.

Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan Biaya Operasional Pengemudi (BOP) yang
ditanggung oleh mitra pengemudi taksi online di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar
Rp. 299.087 per hari. Nilai ini mencerminkan total biaya operasional harian yang
mencakup biaya bahan bakar, penyusutan kendaraan, perawatan, serta komponen
biaya operasional lainnya yang harus ditanggung oleh mitra pengemudi untuk
menjaga keberlangsungan layanan.

Nilai Ability to Pay (ATP) konsumen adalah sebesar Rp 1.933 per kilometer, yang
menunjukkan batas kemampuan ekonomi rata-rata pengguna dalam membayar harga
layanan taksi online. Sementara itu, Willingness to Pay (WTP) konsumen sebesar Rp
6.000 per kilometer, yang menunjukkan tingkat kesediaan konsumen untuk membayar
layanan taksi online berdasarkan persepsi nilai layanan seperti kenyamanan,
kemudahan, dan kecepatan

Tarif Batas Bawah (TBB) berdasarkan analisis BOK dan BOP adalah sebesar Rp
3.739 per kilometer, yang mencerminkan tarif minimum agar operasional pengemudi
tetap layak secara ekonomi. Tarif Batas Atas (TBA) berdasarkan analisis WTP adalah
sebesar Rp 6.000 per kilometer, yang mencerminkan batas maksimum yang masih
dapat diterima oleh konsumen

Rekomendasi kebijakan tarif yang diusulkan adalah penetapan tarif layanan taksi
online dalam rentang Rp. 3.739 — Rp. 6.000 per kilometer yang mencerminkan
keseimbangan antara keberlanjutan pendapatan mitra pengemudi dan
keterjangkauan layanan bagi konsumen. Kebijakan ini perlu dirumuskan secara
adaptif dengan mempertimbangkan:

e Keterjangkauan bagi konsumen, agar layanan tetap inklusif dan tidak
membebani masyarakat.

e Kelayakan pendapatan bagi mitra pengemudi, sehingga operasional taksi
online tetap berkelanjutan dan menarik bagi pelaku usaha.

e Keberlanjutan ekosistem ride-hailing, termasuk stabilitas pasar, kualitas
layanan, dan persaingan yang sehat. Dengan demikian, kebijakan tarif
sebaiknya tidak hanya berbasis biaya (cost-based), tetapi juga
mengintegrasikan aspek permintaan (ATP dan WTP) agar menghasilkan
sistem tarif yang lebih adil, realistis, dan berkelanjutan.
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5.2. Implikasi Kebijakan

Temuan dalam kajian ini menunjukkan adanya perbedaan antara rekomendasi tarif yang
dihasilkan dari data empiris dengan tarif yang saat ini berlaku di Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Nomor
5464/TU.01.02/Angkutan, pemerintah daerah menetapkan Tarif Batas Bawah (TBB) sebesar
Rp. 5.000 per kilometer, sementara hasil kajian ini menghasilkan rentang empiris Rp. 3.739-
Rp. 6.000 per kilometer. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya ruang penyesuaian tarif
yang dapat dipertimbangkan secara berbasis data, dengan tetap menempatkan hasil kajian
sebagai salah satu pertimbangan di samping faktor lain yang menjadi kewenangan regulator,
seperti perlindungan sosial bagi mitra pengemudi dan angkutan konvensional, stabilitas
pasar, serta transisi kebijakan. Perbedaan tarif ini juga tidak dapat secara langsung
diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa kebijakan tarif eksisting keliru

Penelitian ini juga mencatat adanya perbedaan besaran tarif antara kerangka di tingkat pusat
dan kebijakan di tingkat daerah. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor
SK.3244/AJ.801/DJPD/2017 menetapkan rentang tarif yang lebih moderat, sementara
kebijakan tarif di tingkat daerah berada pada rentang yang lebih tinggi. Perbedaan ini
menunjukkan ruang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda harmonisasi
kebijakan tarif antara pusat dan daerah, sebagaimana juga diidentifikasi dalam FGD
Harmonisasi Regulasi ASK (RISED, 2025), khususnya melalui penyusunan petunjuk teknis
nasional yang lebih konsisten.

Dari sisi permintaan, tarif yang lebih tinggi dari kemampuan dan persepsi kewajaran
konsumen berpotensi menurunkan tingkat keterjangkauan layanan, terutama bagi kelompok
konsumen yang sensitif terhadap harga. Dalam konteks Jawa Barat, kondisi ini dapat
mendorong konsumen untuk beralih ke moda transportasi alternatif yang lebih ekonomis atau
menurunkan frekuensi penggunaan layanan taksi online. Temuan ini dapat menjadi salah satu
pertimbangan bagi regulator dalam mengevaluasi tingkat keselarasan kebijakan tarif terhadap
kondisi permintaan empiris di lapangan, di samping pertimbangan-pertimbangan lain yang
menjadi kewenangan regulator.

Dari perspektif pasar, perbedaan antara tarif yang berlaku dan kondisi permintaan empiris
berpotensi memengaruhi keseimbangan operasional di lapangan. Penurunan permintaan
dapat menurunkan tingkat utilisasi kendaraan, meningkatkan waktu tunggu mitra pengemudi,
serta menurunkan produktivitas mitra pengemudi. Dalam jangka panjang, dinamika ini dapat
berdampak pada pendapatan riil mitra pengemudi, sehingga relevansi pendekatan berbasis
bukti yang mengintegrasikan sisi biaya dan sisi permintaan dalam perumusan tarif menjadi
penting sebagai salah satu pertimbangan, di samping faktor lain yang menjadi kewenangan
regulator.

Dari sisi ekosistem industri, struktur tarif yang berada di atas rentang empiris dapat
memengaruhi daya saing layanan ride-hailing dibandingkan moda transportasi lainnya.
Dinamika ini dapat memengaruhi pertumbuhan permintaan dan ekspansi pasar, sehingga
relevansi penyesuaian tarif yang berbasis bukti menjadi salah satu pertimbangan dalam
menjaga keberlanjutan kontribusi ekonomi sektor transportasi berbasis aplikasi, di samping
pertimbangan lain yang menjadi kewenangan regulator.
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Dari perspektif kebijakan publik, temuan ini memperkuat relevansi pendekatan berbasis kajian
dan data (evidence-based policy) sebagai salah satu masukan dalam perumusan kebijakan
tarif, yang dapat melengkapi pertimbangan perlindungan pengemudi, keterjangkauan
konsumen, serta dimensi sosial dan politik kebijakan yang menjadi kewenangan regulator.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, platform penyedia layanan,
mitra pengemudi, dan konsumen. Pelibatan berbagai perspektif ini penting untuk memastikan
bahwa struktur tarif yang ditetapkan tidak hanya mencerminkan kondisi biaya operasional,
tetapi juga mempertimbangkan dinamika permintaan serta aspek kesejahteraan sosial.
Dengan demikian, integrasi antara analisis biaya operasional (BOK dan BOP), kemampuan
dan preferensi konsumen (ATP dan WTP), serta masukan dari para pemangku kepentingan
menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan tarif yang lebih adaptif, proporsional, dan
berkelanjutan.

5.3. Rekomendasi

Hasil kajian menunjukkan adanya perbedaan antara tarif yang berlaku di Provinsi Jawa Barat,
kerangka tarif di tingkat pusat, dan rentang empiris yang dihasilkan dalam studi ini. Hasil kajian
ini diposisikan sebagai salah satu sumber informasi berbasis bukti yang dapat melengkapi
pertimbangan regulator, di samping pertimbangan lain seperti perlindungan sosial bagi mitra
pengemudi dan angkutan konvensional, keberlanjutan usaha, kualitas layanan, stabilitas
pasar, serta transisi kebijakan yang menjadi kewenangan regulator. Dalam konteks tersebut,
rentang tarif empiris sebesar Rp. 3.739—Rp. 6.000 per kilometer diposisikan bukan sebagai
usulan angka tarif final, melainkan sebagai referensi empiris yang dapat dipertimbangkan
dalam proses harmonisasi antara regulasi pusat, kebijakan daerah, dan kondisi operasional
layanan angkutan sewa khusus. Perlu diberikan catatan bahwa hasil estimasi dalam kajian ini
bersifat eksploratif dan didasarkan pada keterbatasan jumlah sampel serta pendekatan
metodologis yang digunakan, khususnya dalam pengukuran Willingness to Pay (WTP) melalui
metode Stated Preference dengan pendekatan Contingent Valuation Method (CVM). Oleh
karena itu, rentang tarif empiris yang dihasilkan tidak dapat diinterpretasikan secara langsung
sebagai representasi keseluruhan kondisi konsumen maupun mitra pengemudi Angkutan
Sewa Khusus (ASK) di Provinsi Jawa Barat, melainkan sebagai indikasi awal yang
memerlukan validasi lebih lanjut melalui studi dengan cakupan sampel yang lebih luas serta
penggunaan data perilaku aktual. Untuk mendukung implementasi kebijakan yang lebih
selaras, beberapa langkah strategis berikut perlu dipertimbangkan:

Pertama, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kerangka tarif nasional sebagai salah
satu acuan dalam memformulasikan tarif angkutan sewa khusus. Rentang tarif empiris yang
diperoleh dalam kajian ini (Rp. 3.739-Rp. 6.000 per kilometer) relatif berdekatan dengan
rentang tarif dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor
SK.3244/AJ.801/DJPD/2017 (Rp. 3.500—Rp. 6.000 per kilometer), sementara Surat Kadishub
Jabar saat ini menetapkan TBB sebesar Rp. 5.000 per kilometer. Pola ini menunjukkan ruang
bagi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan penyesuaian tarif yang lebih dekat dengan
kerangka nasional, dengan tetap memperhitungkan pertimbangan perlindungan sosial dan
kondisi spesifik daerah. Keselarasan dengan kerangka nasional dapat membantu
menciptakan kepastian regulasi, meminimalkan perbedaan interpretasi kebijakan, serta
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mendukung agenda harmonisasi kebijakan tarif antara pusat dan daerah sebagaimana
diidentifikasi dalam FGD Harmonisasi Regulasi ASK (RISED, 2025).

Kedua, pemerintah daerah dalam proses penentuan tarif perlu menggunakan pendekatan
evidence-based policy melalui kewajiban untuk melakukan kajian akademik. Kajian tersebut
sekurang-kurangnya perlu mencakup analisis perhitungan BOK dan BOP, metodologi
pengukuran ATP dan WTP. Hal ini sejalan dengan regulasi pembentukan perundang -
undangan sebagaimana Undang-undang (UU) No.12 Tahun 2011.

Ketiga, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa Tarif Batas Bawah (TBB) benar-benar
mencerminkan kebutuhan minimum untuk menutup biaya operasional mitra pengemudi.
Dalam hal ini, nilai sekitar Rp. 3.739 per kilometer dapat digunakan sebagai referensi empiris
untuk menilai apakah struktur tarif yang berlaku telah cukup melindungi keberlanjutan
operasional pengemudi. Apabila diperlukan penyesuaian, langkah tersebut sebaiknya
dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan guncangan terhadap pasar.

Keempat, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian tarif secara berkala
minimal setiap 6 (enam) bulan dengan mempertimbangkan dinamika biaya operasional, harga
bahan bakar, inflasi, serta daya beli masyarakat. Mengingat biaya bahan bakar minyak (BBM)
merupakan komponen biaya terbesar dalam struktur Biaya Operasional Kendaraan (BOK),
maka setiap perubahan harga BBM perlu dijadikan acuan utama dalam penyesuaian tarif.
Dalam konteks ini, evaluasi tarif tidak hanya penting untuk menjaga relevansi TBB dari sisi
biaya, tetapi juga untuk memastikan bahwa Tarif Batas Atas (TBA) tetap berada dalam batas
keterjangkauan dan akseptabilitas (acceptability) konsumen.

Kelima, dalam proses penetapan tarif, pemerintah perlu memperkuat sinergi dan akuntabilitas
dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk mitra pengemudi, perusahaan
platform, dan konsumen. Pelibatan berbagai perspektif ini penting agar struktur tarif yang
ditetapkan tidak hanya mencerminkan kondisi biaya operasional dan dinamika permintaan,
tetapi juga memiliki legitimasi kebijakan yang lebih kuat serta dapat dipertanggungjawabkan
secara empiris.

Keenam, pemerintah pusat perlu menerbitkan regulasi setingkat Peraturan Menteri untuk
menggantikan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, sehingga memiliki kekuatan
hukum yang lebih tinggi dan mengikat pelaksanaannya di seluruh daerah. Selain itu, akan
lebih komprehensif apabila Peraturan Menteri tersebut juga mengatur secara rinci mekanisme
penetapan serta formulasi perhitungan tarif, guna memastikan adanya standar yang jelas,
konsisten, dan dapat diterapkan secara nasional.
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Lampiran 1
Kuesioner Mitra Pengemudi Taksi Online

Apakah Bapak/Ibu/Saudara merupakan Mitra Pengemudi Taksi Online yang
setidaknya menyelesaikan 3 trip pengantaran penumpang dalam 1 bulan terakhir di
wilayah Jawa Barat?

a) Ya

b) Tidak

Apakah Bapak/Ibu/Saudara merupakan mitra dari perusahaan taksi online berikut?
(dapat memilih lebih dari satu)

a) Grab

b) Gojek

c) Maxim

d) InDrive

e) Other:

Nama

Usia Bapak/Ibu/Saudara (dalam tahun, cukup masukkan angka saja, contoh: 45)
Status Pernikahan

a) Belum menikah

b) Sudah menikah

c) Cerai hidup/cerai mati

Sudah berapa tahun Bapak/Ibu/Saudara menjadi mitra pengemudi taksi online?
(cukup masukkan angka saja, contoh: 3. Apabila masa bergabung kurang dari 1
tahun, masukkan angka 1)

Wilayah operasional (untuk wilayah operasi selain Bandung dapat memilih opsi
Other dan menambahkan nama kota/kabupaten)

a) Bandung Raya (Jawa Barat)
b) Other:

Unggah foto/tangkapan layar yang menampilkan informasi trip terakhir (maksimal 10
MB)

Bagian 1

Sebelum menjawab pertanyaan berikut, mohon kesediaannya untuk meninjau data historis
pada aplikasi mitra taksi online Bapak/Ibu/Saudara.

8.

Dalam satu hari, berapa jam rata-rata waktu yang Bapak/Ibu/Saudara habiskan
untuk bekerja sebagai mitra taksi online? (sesuai durasi menyalakan aplikasi taksi
online untuk mitra pengemudi)

(cukup masukkan angka saja, contoh: 3)
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Dalam satu minggu, berapa rata-rata jumlah hari yang Bapak/Ibu/Saudara habiskan
untuk bekerja sebagai mitra taksi online? (cukup masukkan angka saja, contoh: 3)

Dalam satu bulan, berapa rata-rata jumlah hari libur Bapak/Ibu/Saudara? (tidak
bekerja sebagai mitra taksi online)

Dalam satu hari, berapa rata-rata jumlah perjalanan (trip) pengantaran penumpang
Bapak/Ibu/Saudara? (cukup masukkan angka saja, contoh: 3)

Berapa kilometer rata-rata jarak tempuh per trip (jarak dalam satu perjalanan)
pengantaran penumpang Bapak/Ibu/Saudara? (cukup masukkan angka saja, contoh:

Jika dibuat dalam persentase, berapa persentase penggunaan mobil
Bapak/Ibu/Saudara untuk keperluan bekerja sebagai mitra taksi online? (cukup
masukkan angka saja, contoh: 40)

Apa jenis mobil yang Bapak/Ibu/Saudara gunakan?

(jika mobil Bapak/lIbu/Saudara tidak ada dalam pilihan jawaban, dapat ditambahkan
nama mobil di bagian Other. Contoh: Isuzu MU-X)

i)

LCGC 5 penumpang (Contoh: Honda Brio Satya, Toyota Agya, Daihatsu
Ayla)

LCGC 7 penumpang (Contoh: Toyota Calya, Daihatsu Sigra)

City Car (Contoh: Honda Brio RS, Suzuki Ignis, Agya GR Sport, Daihatsu
Sirion)

LSUV/Mobil Utilitas Segala Medan ukuran kompak (Contoh: Suzuki XL7,
Mitsubishi Xpander Cross, Daihatsu Terios, Toyota Rush)

LMPV/Mobil Multi Guna ukuran kompak (Contoh: Suzuki Ertiga, Toyota
Avanza, Toyota Sienta)

SUV/Mobil Utilitas Segala Medan (Contoh: Mitsubishi Pajero, Nissan X-Trail)
MPV/Mobil Multi Guna (Contoh: Toyota Innova, Nissan Serena, Toyota
Alphard)

Sedan (Contoh: Toyota Corolla Altis, Honda City)

Other:

Berapa kapasitas mesin mobil yang Bapak/Ibu/Saudara gunakan?

Di bawah 1000 cc
1000-1499 cc
1500-1999 cc

Di atas 2000 cc
Other:

Berdasarkan informasi yang tertera di dalam STNK mobil yang saat ini
Bapak/Ibu/Saudara gunakan, pada tahun berapa mobil tersebut diproduksi? (cukup
masukkan angka saja, contoh: 2023)

Mobil yang saat ini Bapak/Ibu/Saudara gunakan dibeli pada tahun berapa? (cukup
masukkan angka saja, contoh: 2020)

9.
9.1
10.
11.
3)
12.
Bagian 2
13.
14.
a)
b)
c)
d)
e)
15.
16.
17.

Berdasarkan informasi yang tertera di dalam STNK, berapa rupiah besaran pajak
tahunan (Pajak Kendaraan Bermotor) yang Bapak/Ibu/Saudara bayarkan tahun lalu?
(cukup masukkan angka saja, contoh: 3000000)
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18. Apakah kendaraan Bapak/Ibu/Saudara diasuransikan?
a) Ya
b) Tidak

Nilai Asuransi

19. Jika ya, berapa rupiah nilai asuransi kendaraan yang Bapak/Ibu/Saudara bayar
setiap bulannya? (cukup masukkan angka saja, contoh: 1000000. Jika tidak tahu
nilai asuransi karena sudah termasuk paket cicilan kendaraan, isi dengan angka 1)

Lokasi Perawatan Mobil

19A. Dimana biasanya Bapak/Ibu/Saudara melakukan perawatan mobil?
a) Bengkel Resmi
b) Bengkel Tidak Resmi
c) Kombinasi bengkel resmi dan bengkel tidak resmi

19B. Jika Bapak/Ibu/Saudara melakukan perawatan di bengkel resmi dan tidak resmi,
berapa kombinasinya?

10% Bengkel Resmi dan 90% Bengkel Tidak Resmi
20% Bengkel Resmi dan 80% Bengkel Tidak Resmi

a)
)
) 30% Bengkel Resmi dan 70% Bengkel Tidak Resmi
)
)

b

)

o

40% Bengkel Resmi dan 60% Bengkel Tidak Resmi
50% Bengkel Resmi dan 50% Bengkel Tidak Resmi
f) 60% Bengkel Resmi dan 40% Bengkel Tidak Resmi
s) 70% Bengkel Resmi dan 30% Bengkel Tidak Resmi
h) 80% Bengkel Resmi dan 20% Bengkel Tidak Resmi
i) 90% Bengkel Resmi dan 10% Bengkel Tidak Resmi

D

Perawatan Kendaraan

20. Menurut estimasi Bapak/Ibu/Saudara, berapa rupiah biaya perawatan rutin (oli,
kampas rem, servis ringan) yang Bapak/Ibu/Saudara keluarkan dalam 1 tahun?
(cukup masukkan angka saja, contoh: 1000000)

21. Menurut estimasi Bapak/Ibu/Saudara, berapa biaya servis besar (per 50.000 km)
yang perlu Bapak/Ibu/Saudara keluarkan saat mobil mencapai kilometer tersebut?
(cukup masukkan angka saja, contoh: 5000000)

22. Rata-rata dalam satu tahun, berapa rupiah total harga beli ban (termasuk biaya
pemasangan) yang mobil Bapak/Ibu/Saudara gunakan untuk melayani penumpang
taksi online? (cukup masukkan angka saja, contoh: 1000000)

23. Dalam satu tahun, berapa unit ban yang Bapak/Ibu/Saudara ganti? (cukup
masukkan angka saja, contoh: 5)

24, Berapa biaya cuci mobil yang Bapak/Ibu/Saudara keluarkan dalam 1 bulan? (cukup
masukkan angka saja, contoh: 100000. Jika mobil dicuci sendiri, isi dengan angka 1)
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25.

Apakah mobil yang Bapak/Ibu/Saudara gunakan untuk kendaraan operasional taksi

online dibeli dengan cara mencicil?
a) Ya
b) Tidak

Cicilan Kendaraan

26.

27.

28.

Berapa uang muka yang Bapak/Ibu/Saudara bayarkan ketika membeli mobil?

(cukup masukkan angka saja, contoh: 30000000)

Berapa nilai cicilan per bulannya? (cukup masukkan angka saja, contoh: 1000000)

Berapa tahun lama masa angsuran cicilan mobil Bapak/Ibu/Saudara? (cukup
masukkan angka saja, contoh: 10)

Biaya Bahan Bakar

29.

30.

31.

32.

33.

Dalam satu bulan, berapa biaya yang Bapak/lbu/Saudara keluarkan untuk membeli
Bahan Bakar Minyak (BBM) mobil? (cukup masukkan angka saja, contoh: 1000000)

Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang paling sering Bapak/Ibu/Saudara gunakan?

a) Pertalite

b) Pertamax

c) Pertamax Turbo
d) Pertamax Green
e) Biosolar

f) Dexlite

g) Pertamina Dex
h) Other:

Dalam satu tahun, berapa biaya yang Bapak/Ibu/Saudara keluarkan untuk keperluan
UJI KIR? (cukup masukkan angka saja, contoh: 200000. Isi 1 jika tidak melakukan
UJI KIR)

Dalam satu tahun, berapa biaya yang Bapak/Ibu/Saudara keluarkan untuk keperluan
Uji Emisi Kendaraan? (cukup masukkan angka saja, contoh: 100000. Isi 1 jika tidak
melakukan Uji Emisi)

Apakah Bapak/Ibu/Saudara menjadi anggota koperasi/UMKM/badan hukum yang
dibentuk khusus untuk mitra pengemudi?

a) Ya
b) Tidak

luran Koperasi/UMKM

34. Berapa iuran bulanan yang harus Bapak/lbu/Saudara bayarkan kepada
koperasi/lUMKM/badan hukum tersebut? (cukup masukkan angka saja, contoh:
100000. Masukkan 0 apabila tidak ada iuran bulanan yang dibayarkan)

Bagian 3
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35. Berapa rata-rata uang makan Bapak/Ibu/Saudara per hari? (cukup masukkan angka
saja, contoh: 30000. Jika membawa bekal dari rumah, masukkan perkiraan harga
bekal makanannya)

36. Dalam satu bulan, berapa rata-rata biaya parkir yang Bapak/Ibu/Saudara bayarkan
sendiri (tidak termasuk biaya parkir yang dibayar konsumen) saat menjalankan
pekerjaan sebagai mitra taksi online? (cukup masukkan angka saja, contoh: 10000.
Jika tidak ada, masukkan angka 0)

37. Apakah Bapak/Ibu/Saudara terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan?
a) Ya
b) Tidak

luran BPJS Kesehatan

38. Berapa iuran BPJS Kesehatan yang Bapak/Ibu/Saudara bayarkan setiap bulan?
(isikan 1 jika mengikuti BPJS tetapi tidak membayar iuran bulanan/iuran ditanggung
pemerintah/pihak lain)

BPJS Ketenagakerjaan

39. Apakah Bapak/Ibu/Saudara terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan?
a) Ya
b) Tidak

luran BPJS Ketenagakerjaan

40. Berapa iuran BPJS Ketenagakerjaan yang Bapak/Ibu/Saudara bayarkan setiap
bulan? (isikan 1 jika tidak mengikuti BPJS Ketenagakerjaan)

Smartphone

41. Jika dibeli dalam kondisi baru, berapa harga smartphone (handphone) yang
Bapak/Ibu/Saudara gunakan sebagai mitra taksi online? (cukup masukkan angka
saja, contoh: 1000000)

42. Sudah berapa tahun Bapak/Ibu/Saudara menggunakan smartphone tersebut?
(cukup masukkan angka saja, contoh: 1, 2, dst. Tuliskan angka 1 jika smartphone
digunakan kurang dari satu tahun)

43. Dalam satu bulan, berapa rata-rata biaya pulsa atau kuota internet yang
Bapak/Ibu/Saudara gunakan untuk melakukan pekerjaan sebagai mitra taksi online?
(cukup masukkan angka saja, contoh: 90000)

Gift Responden

Informasi data pribadi yang Bapak/Ibu/Saudara cantumkan akan dirahasiakan dan hanya
digunakan untuk keperluan verifikasi responden dan pengiriman gift.

1. Pilih metode pengiriman gift responden

a) E-wallet
b) Pulsa
2. E-Wallet

Jenis e-wallet yang Bapak/Ibu/Saudara gunakan
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Nookow

a) Dana

b) Gopay
c) ovo
d) Other:

Mohon masukkan nomor e-wallet untuk keperluan pengiriman e-money
Masukkan nomor telepon untuk keperluan konfirmasi pengiriman e-money
Pulsa

Operator

Nomor telepon tujuan (untuk mendapatkan kiriman pulsa)
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Kompilasi Jawaban Kuesioner Mitra Pengemudi

Kompilasi jawaban yang ditampilkan dalam lampiran merupakan informasi tambahan dan
tidak termasuk informasi komponen penyusun BOP dan BOK

Mitra Taksi Online

Grab
Gojek
Maxim
InDrive
Lalamove

Qmove

Sebagian besar responden merupakan mitra pengemudi Grab, Gojek dan Maxim
Lama Bermitra

15

10

0
1tahun 2tahun 3tahun 4tahun 5tahun 6tahun 7 tahun 8tahun 9 tahun 10 tahun

Sebagian besar responden telah menjadi mitra selama 2 tahun, 3 tahun dan 5 tahun
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Usia

> 50 tahun
9.7%

19-25 tahun

1.6%
26-30 tahun

46-50 tahun

41-45 tahun
31-35 tahun
27.4%

36-40 tahun
16.1%

Mayoritas responden berada di rentang usia 26-45 tahun

Tahun Produksi

10

2006 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Sebagian besar responden menggunakan mobil produksi tahun 2018, 2019 dan 2023
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Jenis Bengkel Yang Dipilih

Kombinasi bengkel
resmi dan bengkel
tidak resmi

Bengkel Resmi

Bengkel Tidak
Resmi

Mayoritas responden melakukan perawatan kendaraan dengan mengkombinasikan
perawatan di bengkel resmi (pabrikan) dan bengkel tidak resmi

Proporsi Penggunaan Bengkel

80% Bengkel Resmi 20 % Bengkel Tidak Resmi

7.67%‘Bengkel Resmi 30 % Bengkel Tidak Resmi

10% Bengkel Resmi 90 % Bengkel Tidak Resmi

29.2%

‘Gdr"/oJBengkeI Resmi 40 % Bengkel Tidak Resmi

50% Bengkel Resmi 50 % Bengkel Tidak Resmi
20.8%

40% Bengkel Resmi 60 % Bengkel Tidak Resmi
8.3%

30% Bengkel Resmi 70 % Bengkel Tidak Resmi
83%

20% Bengkel Resmi 80 % Bengkel Tidak Resmi
20.8%

Lebih dari 40% responden menggunakan bengkel resmi dalam proporsi maksimal 20%,

dengan demikian 80% perawatan kendaraan dilakukan di bengkel tidak resmi yang lebih

terjangkau
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Keanggotaan Koperasi/UMKM

Gabung koperasi
18.3%

Tidak gabung koperasi
81.7%

Sebagian besar responden tidak bergabung dalam koperasi/UMKM
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Lampiran 2

Kuesioner Pelanggan Taksi Online

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara merupakan pengguna/konsumen taksi online yang rata-rata
melakukan tiga perjalanan (trip) per bulan di Jawa Barat?

a) Ya
b) Tidak
Bagian 1
2. Nama

3. Sebutkan usia (dalam tahun) Bapak/Ibu/Saudara (cukup masukkan angka saja, contoh: 45)

4. Jenis kelamin

a) Laki-laki
b) Perempuan
5. Status pernikahan
a) Belum menikah
b) Menikah
c) Cerai hidup/cerai mati

6. Pekerjaan utama

a) Tidak bekerja

b) Pekerja paruh waktu

c) Pelajar/Mahasiswa

d) Pegawai swasta/PNS

e) Wiraswasta/Pengusaha

f) Pekerja lepas (Freelancer)
g) Other:

7. Domisili (untuk yang tinggal selain di kota/kabupaten dalam pilihan dapat memilih opsi Other
dan menambahkan nama kota/kabupaten)

a) Bandung Raya
b) Non Bandung Raya

8. Aplikasi taksi online yang paling sering digunakan

a) Gojek (GoCar)
b) Grab (GrabCar)
c) Maxim

d) InDrive

e) Other:

9. Unggah foto/tangkapan layar yang menampilkan informasi trip terakhir (maksimal 10 MB)
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Bagian 2

10. Dalam satu minggu, berapa rata-rata jumlah perjalanan (trip) menggunakan taksi online yang
Bapak/Ibu/Saudara lakukan? Pulang pergi dihitung dua trip. (cukup masukkan angka saja,
contoh: 5)

11. Merujuk pada pertanyaan sebelumnya, dalam satu perjalanan (trip) berapa kilometer rata-rata
jarak perjalanan yang Bapak/Ibu/Saudara tempuh dengan menggunakan taksi online? (cukup
masukkan angka saja, contoh: 5, 12, 45, dst)

12. Keperluan apa yang paling sering membuat Bapak/Ibu/Saudara menggunakan taksi online?
(bisa lebih dari satu)

a) Keperluan pekerjaan

b) Keperluan sekolah/pendidikan

c) Keperluan rumah tangga

d) Jalan-jalan atau keperluan santai
e) Other:

13. Apakah taksi online merupakan satu-satunya pilihan moda transportasi Bapak/Ibu/Saudara
untuk melakukan perjalanan tersebut?

a) Ya
b) Tidak

14. Mengapa Bapak/Ibu/Saudara lebih memilih menggunakan taksi online dibanding transportasi
lain? (boleh pilih lebih dari satu)

a) Tidak ada pilihan transportasi umum ke tempat tujuan
b) Lebih cepat sampai tujuan
c) Lebih nyaman (langsung antar sampai tujuan)
d) Lebih aman
e) Tarif lebih murah
f) Other:
Bagian 3

15. Berapa pendapatan Bapak/Ibu/Saudara dalam satu bulan?

a) Saya tidak bekerja

b) Saya bekerja tetapi tidak memiliki penghasilan (sukarelawan)
c) Di bawah Rp1.000.000

d) Rp1.010.000 — Rp3.000.000

e) Rp3.010.000 — Rp4.000.000

f) Rp4.010.000 — Rp6.000.000

g) Rp6.010.000 — Rp8.000.000

h) Rp8.010.000 — Rp10.000.000

i) Di atas Rp10.000.000

) Other:

15.1 Berapa pengeluaran Bapak/Ibu/Saudara dalam satu bulan?
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a) Di bawah Rp1.000.000

b) Rp1.010.000 — Rp3.000.000
c) Rp3.010.000 — Rp4.000.000
d) Rp4.010.000 — Rp6.000.000
e) Rp6.010.000 — Rp8.000.000
f) Rp8.010.000 — Rp10.000.000
g) Di atas Rp10.000.000

h) Other:

16. Dalam satu bulan, berapa rata-rata pengeluaran Bapak/Ibu/Saudara untuk menggunakan
transportasi taksi online? (cukup masukkan angka saja, contoh: 200000)

Bagian 4

17. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, total tarif taksi online saat ini:

a) Sangat murah
b) Murah
c) Wajar
d) Mahal
e) Terlalu mahal

18. Dengan fitur teknologi yang lebih akurat, seperti adanya monitor dan notifikasi perjalanan,
laporan batas kecepatan, serta pusat bantuan keamanan dan keselamatan, berapa tarif yang
bersedia Bapak/Ibu/Saudara bayarkan untuk melakukan perjalanan jarak pendek (di bawah 2
km) menggunakan taksi online? (cukup masukkan angka saja, contoh: 20000)

19. Dengan fitur teknologi yang lebih akurat, seperti adanya monitor dan notifikasi perjalanan,
laporan batas kecepatan, serta pusat bantuan keamanan dan keselamatan, berapa tarif yang
bersedia Bapak/Ibu/Saudara bayarkan untuk melakukan perjalanan sejauh 5 km
menggunakan taksi online? (cukup masukkan angka saja, contoh: 100000)

20. Dengan fitur teknologi yang lebih akurat, seperti adanya monitor dan notifikasi perjalanan,
laporan batas kecepatan, serta pusat bantuan keamanan dan keselamatan, berapa tarif yang
bersedia Bapak/Ibu/Saudara bayarkan untuk melakukan perjalanan sekitar 10 km
menggunakan taksi online? (cukup masukkan angka saja, contoh: 100000)

Bagian 5

21. Taksionline mana yang menurut Bapak/Ibu/Saudara lebih baik/lebih disukai?

a) Grab
b) Gojek
c) Maxim
d) InDrive
e) Other:

22 Mengapa Bapak/Ibu/Saudara menyukai platform taksi online tersebut?
a) Driver sopan

b) Kendaraan nyaman
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Tarif terjangkau

Fitur keamanan lengkap

Tidak ada pilihan lain

Bisa nego

Kemudahan pilihan fitur pembayaran
Waktu tunggu lebih singkat

Other:

23. Manakah jenis layanan yang lebih sering Bapak/Ibu/Saudara pilih?

a)
b)
c)
d)

e)

Hemat (tarif lebih terjangkau)

Reguler/standar

Plus (menggunakan unit mobil New Avanza, Rush, taksi, dan sejenisnya)
Premium (menggunakan unit mobil seperti Innova, Fortuner, dan sejenisnya)

Other:

Gift Responden

Informasi data pribadi yang Bapak/Ibu/Saudara cantumkan akan dirahasiakan dan hanya digunakan

untuk keperluan verifikasi responden dan pengiriman gift.

Pilih metode pengiriman gift responden

a) E-Wallet
b) Pulsa
E-Wallet

Jenis e-wallet yang Bapak/Ibu/Saudara gunakan

a)

)

O

c
d
Mohon

)
)

Dana
Gopay
ovo
Other:

masukkan nomor e-wallet untuk keperluan pengiriman e-money

Masukkan nomor telepon untuk keperluan konfirmasi pengiriman e-money

Pulsa

Operator

Nomor

telepon tujuan (untuk mendapatkan kiriman pulsa)
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Kompilasi Jawaban Kuesioner Pelanggan Taksi Online

Kompilasi jawaban yang ditampilkan dalam lampiran merupakan informasi tambahan dan
tidak termasuk informasi komponen penyusun Ability to Pay dan Willingness to Pay

Usia

>40 tahun

3.3%
36-40 tahun

19-25 tahun

16.4%
32.8%
31-35 tahun
24.6% A
26-30 tahun
23.0%

Sebagian besar responden berada pada rentang usia produktif 19-35 tahun

Taksi Online Pilihan

Maxim Grab (Grabcar)
o 24 6%
InDrive
24 6%
Gojek (Gocar)
47 5%

Sebagian besar responden merupakan pengguna platform Grab, Gojek dan InDrive
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Pekerjaan

Pegawai BUMN

1.6%
Guru/Tendik

4.9%
IRT

6.6%
Pekerja Paruh Waktu

9.8%

Pegawai Swasta/PNS
19.7%

Tidak Bekerja
8.2%

Pekerja Lepas (Freelancer)
21.3%

Wiraswasta/ Pengusaha
6.6%

Pelajar/ Mahasiswa
19.7%

Meskipun memiliki profesi yang beragam, mayoritas responden berprofesi sebagai pegawai
(swasta/ASN), pekerja lepas dan pelajar/mahasiswa

Tujuan Penggunaan Taksi Online

Jalan-jalan atau
keperluan santai

Keperluan
pekerjaan

Keperluan
rumah tangga

Keperluan
sekolah/ pendi...

Berobat/ Ke RS/
Kontrol rumah...

Lainnya

0 10 20 30 40

Sebagian besar responden menggunakan taksi online untuk keperluan santai dan menunjang
aktivitas pekerjaan
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Alasan menggunakan Taksi Online

60

40

20

0
Lebih nyaman Lebih cepat  Tarif lebih murah  Lebih aman  Tidak ada pilihan Lainnya
(langsung antar  sampai tujuan transportasi
sampai tujuan) umum ke tempat
tujuan

Kenyamanan dan kecepatan sampai di tujuan merupakan dua alasan utama yang
melatarbelakangi keputusan responden dalam menggunakan layanan taksi online

Penghasilan

Diatas Rp. 10.000.000
4.9%

Dibawah Rp. 1.000.000
1.6%

Tidak bekerja
24.6%

Rp. 1.010.000 - Rp. 3.000.000
34.4%

Rp. 8.010.000 - Rp. 10.000.000
3.3%

Rp. 6.010.00 - Rp. 8.010.000
3.3%

Rp. 4.010.000 - Rp. 6.000.000
13.1%

Rp. 3.010.000 - Rp. 4.000.000
14.8%

Sebagian besar responden memiliki penghasilan di rentang Rp. 1.000.000 - Rp. 6.000.000
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Preferensi Jenis Layanan

Reguler

Sebagian besar responden lebih memilih layanan hemat dibandingkan layanan reguler dan
plus
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  K i l o m e t e r   e f e k t i f   p e r   t a h u n   =   K i l o m e t e r   T e m p u h   P e r   h a r i   x   H a r i   k e r j a   p e r   t a h u n


  =   100   k m   x   312   h a r i


  =   31 . 200   k m


  B i a y a   O p e r a s i o n a l   H a r i a n   =   K i l o m e t e r   e f e k t i f   x   B i a y a   O p e r a s i o n a l   p e r   k m


  =   100   k m   x   R p .   2 . 990 , 87


  =   R p .   299 . 087   p e r   h a r i  


  T a r i f   B a t a s   B a w a h   =     B i a y a   O p e r a s i o n a l   P e r   K m  1   −   b i a y a   s e w a   a p l i k a s i


  =     R p .   2 . 990 , 87  1   −   0 ,   20


  =     R p .   2 . 990 , 87  0 , 8


  =   R p .   3 . 738 , 58


  =   R p .   3 . 739


  W i l l i n g n e s s   T o   P a y   ( m e a n )   =     T a r i f   I d e a l   M e n u r u t   k o n s u m e n 3


  =     7 . 500   +   6 . 000   +   5000 3


  =   6 . 166 , 67


  T o t a l   J a r a k   p e r j a l a n a n   m i n g g u a n   =   3   x   5   k m  


  = 15   k m


  A T P   =     29 . 000 15 =   R p .   1 . 933 , 33 / k m


  P e n d a p a t a n   B r u t o   =   K i l o m e t e r   e f e k t i f   x   T a r i f   B a t a s   B a w a h


  =   100   k m   x   R p .   3 . 739


  =   R p .   373 . 900   p e r   h a r i


  P e n d a p a t a n   B r u t o   D i k u r a n g i   B i a y a   S e w a   A p l i k a s i   =   P e n d a p a t a n   B r u t o   H a r i a n   x   ( 1   −   b i a y a   s e w a   a p l i k a s i )


  =   R p .   373 . 900   x   0 , 80


  =   R p .   299 . 120   p e r   h a r i


  P e n d a p a t a n   B e r s i h   =   P e n d a p a t a n   B r u t o   H a r i a n   D i k u r a n g i   B i a y a   A p l i k a s i   −   B i a y a   O p e r a s i o n a l   H a r i a n


  =   R p .   299 . 120   −     R p .   299 . 087


  =   R p .   33   p e r   h a r i


  P e n d a p a t a n   B r u t o   =   K i l o m e t e r   e f e k t i f   x   T a r i f   B a t a s   A t a s


  =   100   k m   x   R p .   6 . 000


  =   R p .   600 . 000   p e r   h a r i


  P e n d a p a t a n   B r u t o   D i k u r a n g i   B i a y a   S e w a   A p l i k a s i   =   P e n d a p a t a n   B r u t o   x   ( 1   −   b i a y a   s e w a   a p l i k a s i )


  =   R p .   600 . 000   x   0 , 80


  =   R p .   480 . 000   p e r   h a r i


  P e n d a p a t a n   B e r s i h   P e n g e m u d i   =   P e n d a p a t a n   B r u t o   H a r i a n   D i k u r a n g i   B i a y a   A p l i k a s i   −   B i a y a   O p e r a s i o n a l   H a r i a n


  =   R p .   480 . 000   −     R p .   299 . 087


  =   R p .   180 . 917   p e r   h a r i

